
PANDANGA.N UMUM 
FRA~Sl PA.RTAI GOLKAR 

DPRD PROVlNSl SUMA.TeRA 8A.RAT 
TERHADAP 

RANCANGAN PERATURAN DAERAH 
TENTANG 

1. RANPERDA TENTANG PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN 
SUNGAI 

2. RANPERDA TENTANG PERIZINAN TERTENTU 
3. RANPERDA TENTANG PENGELOLAAN SERAH SIMPAN KARYA 

CETAK DAN KARYA REKAM 
4. RANPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN 

UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT 

Disampaikan Pada Sidang Paripurna 
SELASA. 10 JUNI 2014 

Alhamdulillah Hirabbila'lamin wassalatu wassala mua'la 
asrafilambia waa'laalihi waashabihi Rasulillahi ajmain, 
Asshaduallaillahaillallah waashaduanna Muhammad darusullullah 
lanabiaba'da, 

Yang Kami Hormati: 
- Yth. Sdr. Gubernur Sumatera Barat 
- Yth. Sdr. Ketua dan wakil-wakil ketua serta Anggota DPRD 

Prov. Sumbar 
- Yth. Sdr-sdr Anggota Forum Koordinasi Pemda, Ketua 

Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama Prov. 
Sumbar. 

- Yth. Sdr. Sekda, Ka. BPK-RI Perwakilan Prov. Sumbar, Asisten, 
tenaga ahli, Ka. Badan dan Dinas di lingkungan Pemda Prov. 
Sum bar. 
Yth. Sdr. Rektor PTN/PTS, Pimpinan · Ormas dan Parpol, 
pimpinan BUMN dan BUMD, hadirin dan hadirat serta rekan 
wartawan media cetak dan elektronik yang berbahagia. 



Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah 
memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita untuk 
dapat menghadiri sidang paripurna pada pagi hari ini. 

Shalawat beriring salam kita persembahkan untuk junjungan 
kit a · kekasih Allah, Nabi Besar . Muhammad SAw 
Rahmatanlilalamin, yang telah memberikan pedoman 
berupa AI-Quran dan Sunnah Rasul kepada kita dalam 
menjalani kehidupan ini. Allahummashalli'ala Syoiddinna 
Muhammad wa 'ala ali Syaiddinna Muhammad. 

Saudara Gubernur, Plmplnan dan Hadlrln Yang kami 
Muliakan, 
lzinkanlah Komi Pada kesernpatan ini untuk menyampaikan 
ucapan terima kasih, kepada pimpinan Paripurna atas telah 
diberikannya kesempatan Fraksi Partai Golkar untuk 
menyampaikan Pandangan umum terhadap Ranperda 
tentang: 
1. Ranperda tentang Pengelolaan Daerah Alirar. Sungai 
2. Ranperda tentang Perizinan Tertentu 
3. Ranperda tentang Pengelolaan Seroh Simpan Karya Cetak 

dan Karya Rekam 
4. Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum 

.dan Ketentraman Masyarakat 

Saudara Gubernur, Plmplnan, Anggota DPRD dan Hadirin 
Yang kami muliakan, 
Komi dari Fraksi Partai Golkar menyampaikan terima kasih 
penghargaan ycng tulus kepada Saudara Gubernur yang 
telah menyampaikan 4 buah Ranperda pada tanggal 2 J~.mi 
2014 yang lalu1pede-Rapat PorijeUIIIO Devva11 yO I~~ terhorma.f.. 
int- dan pada saat ini tibalah saa.tnya bagi komi untuk 
menyampaikan Pandangan Umum, baik berupa saran, 
pendapat atau mohon penjelasan sebagai berikut: 
1. Ranperda tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai 

Sesuai dengan kondisi alam kita di Sumatera Barat yang 
ditakdirkan oleh Allah SWT mempunyai gunung, dataran 
tinggi. dataran rendah, adanya 5 buah danau 606 sungai 
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yang mengalir kepantai barat dan timur pulau Sumatera 
ini. maka pemelihoraan daerah aliran sungai (DAS) mutlak 
horus diperhatikan. Sebenornya Ranperda ini sudah 
terlambat kita buat karena pado umumnya DAS tersebut 
sudah banyai< yang rusak. maka untuk Ranperda 1ni komi 
ingin menyampaikan hal-hal sebagai berikut: 
a. Komi dari Fraksi Partai Golkar menyarankan bahwa 

dalam rangka pengelolaan DAS perlu menata dan 
mengembangkan kelembagaan formal dan informal 
masyarakat seperti melestarikan kembali hutan nagari 
dan hutan adat terutama yang berada di daerah aliran 
sungai yang dipelihara oleh anak nagari yang 
bersangkutan dengan dipimpin oleh ninik mamak yang 
ada dibawah koordinasi Kerapatan Adat Nagari. 

b. Dalam pengelolaan DAS ada duo kategori yaitu DAS 
yang akan dipulihkan daya dukungnya dan DAS yang 
akan dipertahankan untuk itu komi dari Fraksi Partai 
Golkar mohon garis besarnya mana yang banyak DAS 
yang akan dipulihkan atau DAS yang akan 
dipertahankan daya dukungnya, mohon penjelasan? 

c. Pad a BAB X Pasal 49 Ranperda . ini yang mengatur 
tentang sanksi ad~inistratif bagi siapa soja yang 
melanggar Perda ini, komi rasa kalau hanya sanksi 
administratif adalah sangat ringan dan tidak akan ada 
efek jeranya untuk yang melakukan kegiatan yang 
merusak lingkungan DAS, komi Fraksi Partai Golkar ingin 
mengemukakan adanya sanksi yang lebih tegas namun 
tidak bertentangan dengan peraturan perundang­
undangan yang lebih tinggi. mohon tanggapan 
Saudara Gubernur? 

2. Ranperda tentang Perizinan Tertentu 
Terhadap Ranperda ini komi akan menyampaikan hal-hal 
sebagai berikut: 
a. Berkenaan dengan struktur retribusl usaha perikanan 

komi ingin penjelasan perbedaon antara surat izin usaha 
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perikanan {SIUP) dengan surat izin penangkapan ikon 
{SIPI) selanjutnya SIUP dengan kapal diatas 10 s/d 30 GT 
masa retribusi selama 20 tahun sedangkan SIPI berlaku 
hanya 1 tahun sesuai dengan alat tangkap yang 
digunakan. Komi ingin tanggapan Soudan::;, Gubernur. 
apakah masa berlaku SIUP yang 20 tahun tidak terlalu 
lama. apakah tidak bisa diberikan hanya untuk 10 tahun 
soja. mahan penjelasan? 

b. Sehubungan dengan Retribusi izin trayek pada saat ini 
pengusaha angkutan penumpang yang mempunyai izin 
trayek sering mengeluh dengan adanya kendaraan 
pribadi yang tidak mempunyai izin atau travel liar yang 
banyak beraperasi yang sangat meru_gikan pengusaha 
angkutan umum, untuk itu komi menyarankan kepada 
Dines terkait untuk berusaha terus menerus dalam 
penertiban travel liar ini. 

c. Tentang retribusi perpanjangan izin mempekerjakan 
tenaga kerja asing, komi ingin gambaran pada saat ini 
jumlah tenaga kerja asing yang masih bekerja di Pravinsi 
Sumatera Baret. kalau jumlahnya sangat kecil tentu 
ranperda kita ini tidak akan banyak manfaatnya. 
mahan penjelasan? 

3. Ranperda tentangPengelalaan Serah Simpan Karya Cetak 
dan Korya Rekam 
Komi akan menyampaikan tanggapan sebagai berikut; 
a. Kite akan mewajibkan setiap penerbit dan pengusaha 

rekoman untuk menyerahkan dan menyimpan karyanya 
pada perpustakaan Pravinsi. Komi Fraksi Partai Galkar 
ingin penjelasan bagaimana caranyc pihak 
perpustak.::wn daerah menghimbau agar yang 
bersangkutan mau menyerahkan karya cetak dan karya 
rekamnya kepada perpustakaan daerah dan apakah 
ada imbalan kepada yang bersangkutan setelah dia 
menyerahkan hasil karyanya, mahan penjelasan? 
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b. Kegiatan perpustakaan daerah pada soot ini sudah 
mulai dikenal oleh masyarakat SL1matera Barat pada 
soot ini unit pelayanar:1nya berada didepan Kantor 
Samsat di Padang Baru. komi ingin penjelasan apakah 
tempat untuk selamanya atau masih sementara, mohon 
penjelasan? 

4. Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum 
dan Ketentraman Masyarakat 
a. Sebenarnya kalau masyarakat Sumatera Barat 

memegang teguh falsafah "Adat Basandi Syarak. 
Syorak Basandi Kitabullah" tidak perlu ada lagi Perda 
tenlang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan 
Ketentraman Masyarakat namun kenyataannya hari ini 
fclsafah tersebut sudah tidak dihiraukan lagi oleh 
masyarakat kita, terutama generasi muda yang sangat 
dipengaruhi oleh nilai-nilai yang datang dari luar. maka 
Ranperda ini menjadi yang songat penting dan 
stralegis. 

b. Pad a BAB II Pasal 4 ayat ( 1) huruf c yang berbunyi : " 
melalukan koordinasi penyelenggaraan ketertiban 
umum dan ketentraman masyarakat dengan 
Kab/Kota". Menurut hemat komi perlu ditambahkan 
dengan Pemerintah Kab/Kota dan tidak hanya sekedar 
koordinasi tetapi lebih dari itu yakni bekerja soma secara 
terus menerus dan mem back up Kab/Kota yang 
mernerlukan terutama di Kota Padang sebagai lbu Kota 
Provinsi Sumatera Barat. 

c. Dalam rangka pelaksanaan ketertiban umum dan 
ketentraman masyarakat diperlukan personil SatPoi-PP 
yang memadai baik dari segi jumlah dan kualirasnya. Fraksi 
Partai Golkar mohon informosi berapa jumlah personil 
SatPoi-PP kita saat ini, kolau masih dirasa kurang komi 
saronkan untuk ditamboh melalui pengadaan CPNS 
dimasa yang akan datang, mohon tanggapan Saudara 
Gubernur? 
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Saudara Gubernur hadirin yang berbahagia, 

Demikianlah Pendapat Pandangan Umum ini disampaikan 
dengan memuat beberapa pertanyaan den komi mohon 
penjelasan Saudara Gubernur pada kesempatan Paripurna 
berikutnya, kepada hadirin komi mohon maaf atas kesalahan 
dan kekurangan serta terima kasih atas perhatian. 

Ketua, 

Wabillahittaufiq Walhldayah 
.Jl. ~/ Y.\ ~ ~--·~"" .1..(\ ..........-:. ( 
.J...JIS./0 ~ ~J~ ,/'/ ______...,-' 

Padang, 10 JUNI2014 

H. YULMAN HADI, SE, M 

S.\\ ) 
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DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
PROVINSI SUMATERA BARAT 

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT 
PARTAI D'EMOKRAT 11. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. 0751-7057591 Ext. /90 

PEMANDANGAN UMUM 

FRAKSIPARTAIDEMOKRAT 

TERHADAP 

4 (empat) RANCANGAN PERATURAN DAERAH 

TENTANG 

1. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. 

2. Perizinan Tertentu. 

3. Karya cetak dan Rekam. 

4. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketertiban 

Masyarakat. 

AssalamualaikumWarahmatullahiWabarakatuh. 

Yth.Sdr.Gubernur Provinsi Sumatera Barat. 

-. Yth.Sdr.Pimpinan dan Anggota DPRD Propinsi Sumatera Barat. 

, 

Yth.Sd.r.Forum Kordinasi Pemerintah Daerah, Ketua Pengadilan Tinggi 

dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Sumatera Barat. 

Yth.Sdr.Kepala BPK- RI Perwakilan Sumatera Barat. 

Yth.Sdr.Sekretaris Daerah/Staf Ahli/ Asisten/Kepala Dinas Badan/ 

Kantor Wilayah/ dan Lembaga lingkungan Pemerintah Daerah 

Provinsi Sumatera Barat. 

Yth.Sdr.Ketua Partai Politik tingkat Sumatera Barat yang hadir. 

Yth.Sdr.Rekan-rekan wartawan media cetak dan elektronik serta 

undangan yang berbahagia. 

Yth.Bpk/Ibu/Sdr.Hadirin dan hadirat yang kami hormati. 



Sdr. Pimpinan DPRD, Gubernur, Forum koor.dinasi Pemerintah 
Daerah serta hadirin dan hadirat yang kam.i muliakan. 

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT, 

yang senantiasa telah melimpahkan Rahmat dan KaruniaNya kepada 

kita semua yang telah dapat hadir pacta Rapat Paripurna DPRD 

Provinsi Sumatera Barat,dalam rangka penyampaian Pemandangan 

Umum terhadap 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi 

Sumatera Barat terhadap : 

1. Ranperda tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. 

2. Ranperda tentang Perizinan tertentu. 

3. Ranperda tentang Karya Cetak Rekam. 

4. Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan 

Ketertiban Masyarakat. 

Shalawat beriring Salam disampaikan untuk Junjungan kita Nabi 

Muhammad SAW dengan ucapan" Allah Humma Shalli Ala Saiyidina 

Muhammad, Waala Ali Muhammad" yang telah mewariskan untuk kita 

pedomani yaitu Al Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai petunjuk 

dalam kehidupan menuju keselamatan dunia dan akhirat. 

Izinkan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya 

kepada pimpinan sidang yang telah memberikan kesempatan kepada 

kami untuk menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi Partai 

Demokrat terhadap 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi 

Sumatera Barat . 

Sdr.Pimpinan DPRD,Gubernur dan had.irin yang kami muliakan. 

Setelah mendengar, membaca dan memperhatikan Penyampaian 

4 ( empat ) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat 

oleh Sdr. Gubernur tanggal 2 Juni 2014. Fraksi Partai Demokrat 

menyampaikan beberapa pendapat, saran dan pertanyaan mohon 

penjelasan Pemerintah Daerah untuk menjadi bahan pertimbangan 

bagi kita semua dalam mernbahas 4 Rancangan Peraturan Daerah 

Provinsi Sumatera Barat dalam Sidang - sidang Komisi - komisi yang 

akan datang sebagai berikut: 



1. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. 

1) Dalam pasal 33ayat (2)disebutkan bahwa Gubernur 

membentuk Forum DAS yang keanggotaannya diatur 

dalam ayat(3) Fraksi Partai Demokrat mohon penjelasan 

apakah Forum irti merupakan Lembaga Pemerintah 

Daerah atau Unit Kerja suatu SKPD yang beban biayanya 

dari dana APBD seperti pasal 43.sehingga pegawainya 

menjadi pegawai Negeri/Oaerah. Setelah Forum DAS ini 

terbentuk bagaimana sistem rekruitmen, penggaJlan 

pengahargaan,sanksi dan sistem pemberhentian 

pegawainya. 

2) Dalam pasal 24 ayat( 1) poin:.d.Fraksi Partai Demokrat 

mohon penjelasan siapa yang dimaksud para pihak 

apakah berbentuk lembaga, perorangan atau kelompok. 

3) Lampinn Perda ini menunjukan SW?.DAS pacta wilayah 

dan luasnya, Apakah SWP dan DAS dikepulauan 

Mentawai jauh lebih banyak dari 18 wilayah Kabupaten 

dan Kota lainnya. mohon penjelasan. 

4) Dalam penjelasan pasal 42 ayat (2)disebutkan ketentuan 

sepanjang adat yang berlaku"bajanjang naik batanggo 

turun" ..... Fraksi Partai Demokrat m.ohon penjelasan 

kenapa sistem adat Minangkabau dipilih pnns1p 

selengkapnya" bajanjang naik batanggo turun bapucuak 

bulek baaka tanggung titik dari langik" sedang adat 

Minangkabau punya sistem "Duduak samo randah tagak 

samo tinggi tabusek dari bumi"(sistem kemasyarakatan 

yang demokratis). 

2. Retribusi Perizinan Tertentu. 

Pasal 24 ayat (1) dan (2) mengatur prinsip penetapan tarif 

Retribusi yang bisa diartikan secara ngambang tidak ada 

kepastian dan akan membuka peluang tafsir berbeda-beda 

oleh berbagai pihak .mohon penjelasan. 



3. Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya 

Rekam. 

1) Fraksi Partai Demokrat mohon penjelasan apakah 

kewajiban serah simpan ke.rya cetak,karya rekam dan 

karya rekam film cerita atau film dokumenter hanya 

untuk memenuhi koleksi perpustaka.an daerah _ 

2) Fraksi Partai Demokrat mohon penjelasan bagaimana 

kalau karya cetak dan rekam tersebut hasil saduran , 

plagiat oleh penulis. 

4. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketertiban 

Masyarakat. 

1) Fraksi Partai Demokrat mohon penjelasan apakah 

Ranperda. ini perlu ditetapkan dalam bentuk Perda 

karena tugas yang diatur dalam Bab.IV pasal 

(7)(8)(9)(10) merupakan tugas yang bersifat operasional 

tekhnis dapat diatur dalam bentuk Keputusan dan 

Peraturan Gubernur dan diatur dealam Juklak dan 

Juknis. 

2) Fraksi Partai Demokrat mohon penjelasan apakah 

tidak dimasukan dalam Perda No.9 tahun 2012 tentang 

SOTK Satuan Polisi Pamor..g Praja Provinsi Sumatera 

Barat dengan merevisi Perda tersebut. 



' ' ,. 

Demikianlah beberapa saran dan pendapat serta pertanyaan dari 

Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk rrienjadi 

perhatian Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dan ditunggu 

penjelasannya sebagai bahan bagi anggota DPRD Provinsi Sumatera 

Barat,yang akan membahas dalam sidang-sidang komisi-komisi dan 

gabungan Komisi secara mendalam untuk kesernpurnaan perda ini. 

Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih. 

BILLAHI TAUFIK WALHIDAYAH,WASSALAMMUALAIKUM.WR.WB. 

Padang 10 Juni 2014. 
FRAKSI PARTAI DEMOKRAT 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

PROVINSI SUMATERA BARAT, 

Ketua, 

~v<1:..1 

H.SUWIRPEN SUIB.S.sos 

. Sekretaris, 

H.NOFRIZON .S.sos 

Juru Bicara, 

......................... 



-

FRAKSIPARTAIGER~RA 
(GERAKAN INDONESIA RAYA) 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
PROVINSI SUMATERA BARAT 

Jl. Kl!ntib Sulaimr.n No. 87 Tel g. (0751) 7057591 • 7057592 • 7057593 (!!xt: 160) Fa~. (0751 \50328 Padang 25133 

PANDANGAN UMUM 
FRAKSI PARTAI GERINDRA DPRD 

PROVINSI SUMATERA BARAT 

TERHADAP 

4 (EMPAT) RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA 

BARAT TAHUN 2014 · 

1. RANPERDA TENTANG PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI 

2. RANPERDA TENTANG PERIZINAN TERTENTU 

3. RANPERDA TENTANG KARYA CETAK DAN REKAM 

4. RANPERDA TENTANG TRANTIB 

Assalamualaikum Wr. Wb 

Yang terhormat 

Disampaikan dalam Rapat Paripurna 
DPRD Provinsi Sumatera Barat 

Seiasa, 13 Mei 2013 
Juru Bicara: I SMA R N I 

Sdr. Gubernur Provlnsi Sumatera Barat 

Sdr. Pimpinan dan Anggota DPRD Provlnsl Sumatera Barat 

Sdr. FORKOPIMDA, Ketua Pengadilan Tinggl dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi 

Sumatera Barat 

Sdr. Sekretaris Daetah/ Asisten/ Kepala Badan/Dinas/Kantor/Pemerintah Provinsi Sumatera 

Barat 

Sdr. Kepala BPK·RI Perwakilan Provlnsi Sumatera Barat 

Sdr. Pimpinan BUMN/BUMD/Perguruan Tinggl se-Provinsi Sumatera Barat 



-

Sdr. Pimplnan Partal Politlk, Ormas, OKP 

Serta Rekan-rekan wartawan media cetak dan elektronik serta hadirin dan undangan yang 

kami mullakan 

Mengawali Pandangan Umum Fraksi ini, kami tak bosannya mengajak dan mengucapkan 

puji dan syukur pada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang memberikan kesempatan pada 

kita semua lahir dan bath in untuk berkumpul dalam rapat paripurna mendeng~rkan pandangan 

umum fraksi-fraksi terh;,dap 4 (Empat) Ranperda Provinsi Sumatera Barat tahun 2014 sebagai 

yang telah kami sebutkan di atas. 

Hadirin, Sidang Dewan Yang Terhormat, 

Selanjutnya lafaz shalawat dan salam kita panjatkan juga kepada Nabi Besar 

Muhammad SAW, keluarga Hasul, sahabat serta kepada seluruh Ummatnya yang ser1antiasa 

mengikutl risalahnya dengan penuh iman, tabah, sa bar dan istiqamah sampai akhir zaman. 

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pimpinan yang telah memberikan 

kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pandangan umum Fraksi Partai Gerindra 

sebagalman~ yang telah kami sebutkan di atas tadi. 

Hadi.rin, Sidang Dewan yang Terhormat, 

Kami dari Fraksi Partai Gerlndr~ DPRD Provinsi Sumatera Barat, sekali lagi mengucapkan 

terima kasih kepada Saudara Gubernur telah mengajukan sebanyak empat Ranperda tadi. Kami 

menyadari sekali bahwa Ranperda ini dirancang untuk menjawab tuntutan ma~yarakat dan 

kebutuhanm untuk perkembangan daerah yang nantinya menjadi pedoman bagi masyarakat 

dan pemangku kepentingan, sebagalmana Ranperda telah diatur dalam BAB dan Pasal-pasal, 

setelah badan legislasl Daerah melakukan kajlan yang harus disesuaikan dengan mekanisme 

terhadap materi-materi 4 (empat) Ranperda tersebut. 

Sebelum dilakukan pembahasaan lebih lanjut dan akurat tentang Ranperda-ranperda 

ini, Kami pada kesempatan ini akan menyampaikan pandangan, saran dan mohon penjelasaan 

sebagai berikut 



I.RANPERDA PENGELOLAAN DAERA ALIRAN SUN GAl 

1. Pengelolaan daerah aliran sungai saat ini menunjukkan gejala yang sangat 

mengkhawatirkan. Kerusakan lingkungan di hulu daerah aliran sungai marak teqadi, 

sehlngga memicu sejumlah bencana seperti banjir dan longsor. Bencana terjadi akibat 

masih ditemukan penebangan liar, sungai dan muara bewarna coklat disebabkan 

pembuangan limbah-limbah pabrik dan terj~dinya luapan air karena penyempitan 

sungai yang digunakan untuk pelebaran badan jalan. Oleh karena itu, upaya rehabliitas, 

harus dilakukan menyangkut pengelolaan sumber daya air berbagai perubahan kondisi 

tersebut menuntut adanya pengelolaan sumber daya air yang utuh dari hulu ke hilir. 

Kami meminta Kepada Daerah, jika kerusakan lingkungan makin dibiarkan, maka akan 

terjadi terus ketidak seimbangan jumlah persedian air dengan kebutuhan yang kita 

perlukan. 

2. Kaml meminta dalam Ranperda ini harus dipe~tegas mekanisme koordinasi dan 

tanggung jawan lintas instansi terkait. Rancangan atau peraturan daerah tentang 

pengelolaan daerah aliran sungai dirasa penting untuk memaksimalkan upaya 

tersebut. Raperda ini ditujukan untuk meningkatkan manfaat fungsi air tanpa rr.erusak 

keseimbangan Pengelolaan sumber daya air harus diselenggarakan berdasarkan 

rencana tata ruang wilayah dengan mernpertimbangkan daya dukung dan aspirasi 

daerah serta masyarakatnya. 

3. Kami melihat kinerja Dinas dan Badan terkait dalam mencegah kerusakJn lingkungan 

dan pencemaran lingkungan belum berjalan makslmal. Masih terjadi kelalaian dan 

koordinasi tugas, misalnya antara Dinas Kesehatan dengan Bapedalda terhadap 

pencemaran air sungai/muara akibat pembuangan lim bah pabrik yang berdampak buruk 

teriladap kesehatan manusia. Begitu juga sebaliknya antara tugas dan kewenangan 

Dinas Kehutanan dengan Dinas Pekerjaan Umum yang memakai kawasan aliran sungai 

untuk pelebaran bad an jalan, sehingga terjadi luapan air akibat penyempitan sungai . 



-

-. 

4. Kami menyarankan harus ada ayat yang menyatakan sanksi hukuman penjara b<gi 

setiap orang, kelompok dan badan usaha dan instansi pemerintah yang melanggar 

ketentuan. Sebab pada BAB X Sanksi Administratif Pasal 49 hanya disebutkan pada ayat 

(2) huruf (c) pencabutan izin saja, yang kaml nilai tidak memberi efek jera kepada 

pelaku. Kemudian, kami sarankan juga bahwa Peraturan Gubernur dalam Perda ini 

·nantlnya harus tegas, jelas dan se-adil-adilnya. 

II.Ranperda Perlzlnan Tertentu 

Kaml mendukung sekali Ranperda tentang Perizinan Tertentu yang meliputi, usaha 

perikanan, usaha penangkapan ikan, usaha kapal pengangkutan lkan, usah• pembudidayaan 

ikan dan usaha kapal pengangkutan pembudidayaan ikan. Kami melihat bahwa Ranperda belum 

merata. Ranperda inl nanti dapat meningkatkan Pendapatan Asli daerah. Oleh karena itu kami 

menyarakan: 

1. Pada BAB Ill Retribusi lzin Usaha Perikanan Pasal 4 huruf (e) Usaha kapal pengangkutan 

pembudidayaan ikan. Kami menyarankan penambahan huruf (f) pada pasal 4, yakni 

Usaha angkutan truk pengangkutan pembudidayaan ikan. Kita melihat hampir ber truk­

truk setiap ikan jala apung jenis Nil a dan lainnya dikirim mengunakan angkutan truk dari 

daerah Maninjau ke Pekanbaru, Jambi, Palembang dan Bengkulu. Kami mengharopkan 

saran ini dapat menjadi pertimbangan. 

2. Pada Bab yang sama ,Pasal 4 huruf (b) disebutkan; Usaha penangkap ikan. Apakah 

pada huruf (b) yang dimaksud tentang retribusi izin usahan perikanan ini sud<!h 

terma.,uk dikena~an kepada para Nelayan yang mengunakan perahu untuk menangkap 

ikan. lni mohon dijelaskan. 

3. Pada Bab XIX Ketentuan Pidana Pasal 46 Ayat (1), ancaman hukumam 3 (tiga) bulan atau 

Pidana denda paling banyak 3 (tiga) jumlah retribusi sangat rendah sekali. Acamaan 

hukum ini belum efek jera kepada pelaku dunia usaha perikanan. l(ami mengharapkan 

ancaman hukuman dan denda harus diperberat atau ditambah. 



4. Kami meminta Dinas Perikanan da11 Kelautan dan Dinas Perhubungan untuk 

menghlmpun data yang akurat tentang jumluh angkutan kapal ikan dan jumlah usaha 

pembudidayaan ikan. Data ini harus disinkronisasikan pula dengan Dinas terkait di 

Kabupaten /kota, sehingga izin dan retribusi diberikan harus merata dan tidJk tum pang 

tindih. 

5. Kaml memlnta Saudara Gubernur meningkatkan pengawasan dan pengamanan wilayah 

pengalran dengan Mitra kerjanya. lnformasl yang kami himpun adalah masih terjadi 

pencurlan lkan dl dalam pengairan Provinsl Sumatera Barat yang melibatkan kapal ikan 

provlnsi tetangga dan kapal bendera Asing. 

Ill. Ranperda Karya Cetak dan Rekam 

Kami mendukung seka\1 Ranperda tentang Karya cetak dan rekam ini. Karena karya­

karya tersebut dapat menjadi tempat dokumentasi di Perpustakaan Daerah, dan juga sebagai 

saksi sejarah bahwa mereka pernah menerbit karya-karya cetak dan karya visual. Di jalur 

karya-karya sastra, para Penyair dan Cerpenis Sumatera Barat tidak bisa di pand?ng sebelah lagi 

oleh kalangan penyair dan cerpenis provinsi lainnya. 

Sejak lima tahun terakhir hingga hari ml, puisi dan cerita pendek, karya putra-putri 

Sumatera Barat banyak dimuat di Harlan Kompas, Harlan Tempo, maj~lah Sastra Horizon can 

majalan dalam dan luar negeri. Ketika karya mereka dimuat di Harlan Kompas, misalnya, 

merupakan kebanggaan tersendiri bagi penulis, karena di samping honorernya lumayan besar, 

karya-karya sastra yang dimuat Kompas rnelalui seleksi yang matang dengan melibatkan tiga 

(3) orang redaktur Budaya. Dengan demikian, tidak mudah karya sastra tembus atau dimuat di 

harlan Kompas atau dl Surat Kabar lainnya yJng telah diakui eksistensi Rubrik Budayanya. 

Dari karya-karya sastra mereka yang pP.rnah di muat Harlan Kompas, sehingga penerbit 

terkenal menawarkan bahwa karya-kary~ mereka untuk cetak dalam bentuk buku. Malah ada 

pula para penulls menerbitkan dan memblayal karya mereka sendiri untuk dicetak. Begitu juga 
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di jalur rekam, san gat banyak penyanyi a sal daerah ini yang berpostensi, dan kemu dian 

mereka dilirik kalangan produkser untuk rekam. Kami juga melihat sejumlah komunitas seni 

film di daerah ini, yang karya-karya pernah lkut Iomba Filem dokumenter, dan kami yakin sekali 

bahwa kalangan dosen, mahasiswa dan penulis Otodidak di daerah ini pernah menerbitkan 

buku ilmlah. Setelah membaca dan mencermati maka kami menyarankan Ranperda ini harus 

lebih disempurnakan, seb~gai berikut: 

1. Jenls Karya cetak yang wajid diserahkansimpankan Pada Bab II Pasal 6 ayat (1) huruf 

(d) disebutkan Artistik dan huruf (g) disebutkan surat kabar. Kami menilai bahwa 

huruf (d) dan (g) memiliki multi tafsir. Kami meminta ada penjelasan karenil di 

dalam surat kabar ada rubrik artikel, opini, sastra, karikatur yang merupakan karya 

cetak. Siapa yang mcnyerahkan karya cetak ltu kepada Perpustakaan Daerah, 

apakah manajemen Surat Kabar atau penulisnya dan apakah penyerahan itu dalam 

bentuk lembaran Koran atau dalam bentuk kliping asli atau copi. Untuk menghindar1 

kerancuan, ini harus dijelaskan. 

2. l<ami juga meminta penjelasan mengenai karya rekam. Apakah yang menyerahkan 

karya rekam ke Perpustakaan Daerah itu artis penyanyi atau produkser rekaman 

suara Kami meminta pemerintah provinsi untuk memberik~n uc.ng isentif sebagai 

pengganti blaya transpotarsi kepada mereka yang m·~nyerahkan karyanya kepad~ 

Perputakaan Daerah. 

3. Pada era Gubernur Gamawan Fauzi, para penulis (artikel ilmiah dan sastra) 

mendapat bantuan hibah untuk mencetak buku karya mereka. Bantuan itu sekarang 

tidak ada lagi. Komi meminta Gubernur lrwan Prayitno supaya dapat m~mbantu 

penulis-penulis yang berpotensi di daerah ini. Karya-karya mereka, paling tidak 

dapat menambah koleksi pustaka kampus dan pustaka desa, termasuk perpustakaan 

daerah. 
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IV. Ranperda Penyelenggaraan Ketertlban Umum dan Ketenteraman Masyarakat 

Sebagaimana yang disampaikan Gubernur Prov. Sumatera Barat dalarn nota 

penjelesannya tanggal 2 Juni 2014 mengenai Ranperda p~nyelenggaraan Ketertiban Umum dan 

Ketenteraman Masyakar1t yang meliputi tertib pemerintah, tertib lingkungan dan tertib So1ial 

dan penjelasan itu dikuatkan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan daerah, dinyatakan bahwa salah satu Jrus~na wajib yang menjadi kewenangan 

pemerintah daerah provinsi yaitu penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman 

masyarakat. Pada prinsipnya kami mendukung Ranperda ini, oleh karena itu agar Ranperda rni 

dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaann, kaml menyarankan sebagi berikut: 

1. Kami melihat kegiatan ronda malam sudah mulai merosot. Untuk itu kami 

menyarankan draff Tertib Lingkungan pada pasal 9, ditambahkan kalimat bahwa 

setlap kampung atau komplek perumahan harus ado pos ronda dan kegiat~n ronda 

malam di aktifkan kembali . Kami mencermati tanpa kegiatan ronda, ketenteraman 

warga pada mal am hari bakal terusik dan terganggu akibat tindakan pencurian. 

2. Bimbingan atau pelatlhan pada ranperda ini harus melibatkan pemuda dan mereka 

dlharapkan menjadi motivator tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan 

ketenteraman masyarakat di daerah masing-masing. 

3. Untuk tindakan preventif, pemuda harus berkoordinasi dengan aparatur Kecamatan, 

seperti Polsel<, Markas Rayon Militer (Danramil) dan Satuan Polisi Pamong Praja. 

4. Kami melihat masing-masing pasal dalam Ranperda ini harus disesuaikan dengan 

kebutuhan dan perlu dlsempurnal<an lagi. 

Demikianlah penyampaian pandangan '.Jmum r Fraksi Partai Gerindra terhadap 4 

(empat) Provinsi Sumat~ra Barat tahun 2014. Akhirnya, kami mohon ampun kepada Allah 

SWT. Dengan kerendahan hatl, kami juga menyampaikan permohonan maaf pada hadirin 

dalam sidang paripurna yang terhormat ini, jika ada sal11h kata dalam penyampaian kami. Tak 

ada gading yang tak retak dan kesempurnaan itu adalah milik Allah semata. Semoga kita semua 

selalu diberikan Taufiq dan Hidayah-Nya. 
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TEaHADAP 
1. RAN'CANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAHAN 

DAERAH ALIRAN SUNGAI 
2. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERIZINAN 

TERTENTU 
3. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG KARYA CETAK DAN 

REKAM 
4. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG KETENTRAMAN 

DAN KETERTIBAN UMUM 
Disnmpaiknn 0/cb: Drs. Elll RAJ MONCA!C SUTANJ 

PorlnntrilO JUN! J!OU 

Assalam ualaikum Wr. Wb 

> Yth. Saudara Gubernur Provinsi Sumat:era B<uat 

> Yth. Saudara Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barut 

> Yth. Saudara Ketua,Wakil Ketua dan seluruh Anggota DPRD Provin~i 

Sumatera Barat 

> Yth.Saudara Anggota. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Sumatcr:1 

Bar at, Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat dan Ketua Pengacliln n 

Tinggi Agama Provinsi Sumate1·a Barat 

> Yth. Ketua BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat . 
> Yth. Saudara Sekretaris Daemh, Sekretaris Dewaa. Staf ~\hli, Pnra 

Asisten, Kepala Dinas, Badan, kantor, Biro di Lingkungan Pc;mcrintah 

Daerah SumatGra Bm·at, 

> Yth. Saudara Pimpin<m Partai Politik, Pi:11pinan Organisasi Sc~i:d 

Kemasyarakatan, Pimpinan BUMN dan Pimpinan BUMD Sumatcra 

Barat, dan Wartawan Media Cetak Dan Elektronik beserta hadirin yang 

berbahagia. 
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Mengawali Pandanga:-1 Umum ini marilah kita Panjatkan Fuji Dan Syukur 

kehadirat Allah Swt, karena berkat Limpahan Rahmat, Inayah dan hidu:•ah· 

Nya jualah kita bersama·sama dapat hadir dalam Sidang Paripurna yang 

terhormat ini, dalam keadaan sehat wal afiat dengan agenda Penyampaiun 

Pandangan Umum Fraksi ini. 

Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Bec><L' 

Muhammad SAW yang telah memberikan arah dan tuntunannya kepada umnt 

manusia untuk kebahagiaan di dtmin dan diakhirat melalui AI Qm'an dnn 

Sunnah Nya. 

Kami Fralcsi Partai Amanat Nasional (FPAN) selanjutnya mcngucapknn 

terima kasih kepada pimpinan Sidang yang telah memberikan kcscmpn1 an 

kepada kami untuk menyampaikan Pandangan Umum FrakGi Partni Amnnn t 

Nasional DPRD Provinsi Sumatera Barat Terhadap Rancangan Peraturan 

Daerah Tentang: 

I. PENGELOLAHAN DAERAH ALIRAN SUNGAI 
II. PERIZINAN TERTENTU 
III. KARYA CETAK DAN REKAM 
IV. KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 

Saudara Gubernur, Pimpinan dan Anggota Dewan serta Undangan yang kami 
Muliakan. 

Akhir·akhir ini, persoalan seperti erosi, sedimentasi, Jongsor dan ban.iir 

pada DAS intensitasnya semaldn meningkat. Persoalan·persoalan tersdn1t 

mArupakan bentuk respon negatif dari komponen·komponen DAS terhaclap 

kondisi curah hujan. Kuat atau lemahnya respon sangat dipengaruhi oleh 

monitoring air di daerah aliran sungai .karakteristik DAS baik secara fisik, 

maupun sosial ekonomi serta budaya masyarak€.tnya. Karakteristik fisik DAS 

merupakan variabel dasar yang menentukan proses hidrologi pada DAS, 

sedangkan karakteristik sosial ekonomi dan budaya masyarakat adalah variahd 

yang mempengaruhi percepatan perubahan kondisi hidrologi DAS. Oleh karena 

itu, pemahaman mengenai karakteristik fisik DAS, dalam hal ini 'terrain' clan 

geomorfologi, pola pengaliran dan penyimpanan air sementara pada DAS, clapat 
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membantu mengidentifikasi daerah yang memiliki kerentanan tinggi terh:HI:1p 

terjadinya ·pere.oalan DAS, serta perancangan teknik·teknik pengenchlian yang 

sesuai dengan kondisi setempat. 

Dalam ilmu Geomorfologi kita dapat mempelajari fonnasi bentang lnhan 

dan susunannya, yang meliput.i bentuk muka bumi sebagai suatu kcnnmpabn 

bentang alam pada satu cakupan yang luas Oanskap) samp8.i cakupan yang 

lebih detail berupa bentuk lahan ('landform') dan pola topografinya ('terrain'). 

'Landform' dan 'terrain' terbentuk clari proses struktural Oipatan, pRI"flhan d:1n 

pengangkatan), proses pelapukan bat.uan induk (geologi), erosi, pcngend:1p:1n 

dan vulkanisme yang menghasilkan konfigurasi ragam ben t.uk m ukn hum i 

berupa pcgunungan, perbukitan dan dataran. Tingkat lehih detail pcngenalan 

unsur·unsur 'terrain' sangat diperluknn dalam mempelajari b.rakteristik 

lanskap, . khususnya karakteristik yang mP.mpengaruhi besarnya potc!nsi 

limpasan permukaan, erosi, banjir dan tanah longsor. Unsur 'terrain' seperti 

kemiringan lereng, panjang lereng, arah lereng, konfigurasi lereng serta 

keseragaman lereng sangat penting untuk diidentifikasi. Sementara tanah yang 

merupakan pejangga utama sungai t,ersebut merupakan bahan hasil pelapukan 

batuan. Karakteristik tanah dan sebnran janisnya dalam DAS sangat 

menentukan be.3arnya infiltrasi limpasan permukaan ('overland flow') dan nliran 

bawah permukaan ('subsurface flow'). Karakteristik tanah yang penting untuk 

diketahui antara lain berat isi, tekstur, kedalaman, dan pelapisan tanah 

(horison). 

Saudara Gubernur, Pimpinan dan Anggota Dewan serta Undangan yang kami 
Muliakan. 

I. PENGELOLAHAN DAERAH ALIRAN SUNGAI 

Setelah memperhatikan ram:angan peraturan daerah tentang dat!rnh 

aliran sungai yang diajukan ini serta memperhatikan pula penjelasan saudara 

gubernur dalam Sidang Paripmna yang lalu maka kami Fraksi Partai Amanut 

Nasional (FPAN) belum melihat tetang Daerah Aliran Sungai yang juga 

dicemari oleh ttsaha·usaha penambangan liar terutama penaml~angan em:\>' 
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yang akhir·akhir ini marak dilakuknn 0leh okmum·oknum yang t1d:Jk 

bertanggung jawab. Untuk itu kami mohon penjelasannya ! 

ban sesuai ketentuan Pasal 18 Unclang·Undang Nomor 7 Tahun 2004 

tentang Sumber Daya Air jo ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tnhun 

2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai sebagian kcwenangnn 

pemerintah dalam pengelolaan sumber daya air dapat diselenggarakan oleh 

pemerintah daerah, dalam rangka mendukung terselenggaranya pengelolaan 

Daerah Aliran Sungaii dan bahwa kerusakan daerah aliran sungai di Provinsi 

Sumatera Barat dewasa ini semakin memprihatinkan, sehingga menjadi salah 

satu penyebab terjadinya banjir, tanah longsor, penurunan kualitas air, krisis 

air dan/a tau kekeringan yang telah berdampak pad a perekonomian dan tn ta 

kehidupan masyarakati 

Berdasarkan hal· hal diatas kami Fraksi Partai Amanat Naswnal (FPAN) 

mohon penjelasan saudara gubernur tentang hal apa saja yang sudah dilakukan 

berdasarkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan hal apa lagi ynng ingin di 

capai ? kemudian apa yang menjadi kendala atau halangan bagi pemerintah 

Provinsi Sumatera Barat dalam melakukan :Jengelolahan DAS selama i!1i ? clan 

apa saja upaya yang telah dilakukan? dan bagaimana efektifitasnya sdama ini'' 

mohon penjelasan sauadara gubernur! 

Pemahaman masyarakat secara umum, termasuk pengambil kebijakan eli 

daerah maupun aparat pemerintahan tingkat bawah dinibi masih terb:Jtn.~ 

pengetahuannya. Hal ini dapat dihuktiknn masih banyaknya bangunnn y:tng 

berdiri di pinggiran bahkan bantm·nn sungai, terutama di claerah perkol:l:\ll 

yang dikenal dengan daerail slam serta perkampungan kumuh. 

Sesuai aturan yang berlaku, layaknya di sepanjang DAS hnnya holeh 

dibangun dengan jarak 50 meter dari pinggiran sungai untuk sungai ukurnn 

kecil sampai sedang. Sementara untuk sungai besar, harusnya kegiatnn 

pembangunan berjarak sampai 100 meter dnri pinggir sungai. Berkaitan cleng:1n 

kondisi demikian, maka perlu sosialisasi Ltntuk seluruh lapisan ma~yarnk:lt. 

agar peraturan itu betul·betul diterapkan untuk .,emua orang tanpa pilih lw~il1. 

Semua ini tanggungjawahnya lebih banyak berada di tangan Jll'i118l'inl :ll1. 
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karena pemerintah dianggap lebih mengetahui ketimbang masyarakat, kecuali 

masyarakat yang peduli dengan kondisi ~;~.lam tempat mereka berdiam 

(habitatnya). Mereka yang sadar ini jumlahnya tidak begitu banyak, karena 

tuntutan yang utama adalah kelangsungan ke.hidupan. 

:. Masyarakat lokal dengan kearifannya pada beberapa tempat juga telah 

mampu menjaga kelestarian hutan khususnya kawasan DAS. Untuk itu, 

keterpaduan pengelolaan kawasan DAS harus menjadi bahan pertimbangan 

untuk setiap kebijakan yang akun diambil. Tentunya ke clepan, pernn 

pemerintah propinsi, kabupaten/kota dan aparat lingkungannya harus lehih 

proaktif menyampaikan pentingnya permasalahan lingkungan hid up unt ul: 

jangka panjang. Hal ini perltt juga ditunjang oleh kalangan pergurunn tinggi 

yang dianggap lebih objektif berfikir untuk kepentingan masa depan. 

II. PERIZINAN TERTENTU 

Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah claLlm 

rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimnksuclk<ln 

untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atns lwgintnn. 

pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarnna. 

sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjng:t 

kelestarian lingkungan. 

Sedangkan wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut 

peraturan perundang·undangan , retrib usi diwajibkan untu k melak uk:1 n 

pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertcntu. 

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang meruj)akan batns 

waktu bagi Wajib Retribusi tmtuk memanfaatkan jasa dan perizinnn tertcntu 

dari Pemerintah Daerah. 

Saudara Gubernur,Pimpinan dan Anggota Dewan serta Undangan yang kami 
Muliakan 

Setelah memperhatikan Ranperda perizinan tertentu Provinsi Sumatel'a 

Bar at ternya ta terdiri restribusi izin us aha perikanan, izin trayek, dan 
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restribusi perpanjangan memperkerjakan tenaga kerja asmg. Hal tersebut 

sebetulnya adalah penambahan dari perizinan tertentu yang sudah tercantum 

dalam Perda Nomor 3 tahun 2011 yung mcngatur restribusi izin trayek. P:tcLt 

kesempatan ini kami Fraksi Partai Amanat Nasional menyaranlwn kepacln 

saudara Gubernur untuk melengkapi Peraturan Daerah ini dengan ReLt·ihu."i 

Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dan Retribusi Izin Gungguan. 

Kedua hal tersebut perlu diatur suapayu ada kejelasan di masyarakat tentm1g 

peredaran minnman keras yang menjamur saat ini. Padahal m1ras tersohut 

dampaknya jauh lebih berbahaya daripada Narkoba. Kita tahu nnrkohn 

berdampak pada masa depan generasinya tetapi miras berdampak pnda mns:: 

saat itu juga . Dan dapat menjalar pada persoalan kriminal lainn.ra cl:ll'l 

penyebabkan minuman keras tersebut ! Sedangkan objek Retribusi lzin 

Gangguan adalah pemberian izin tempat u~aha/kegiatan kepadn ornng prih:tdi 

atnu badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, keruginn clnn/ntau 

gangguan, termasuk pengawasan dan pcngendalian kegiatan usaha .~ecarn tt•nt." 

menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, nt au 

kesehatan umum, memelihara keturtiban lingkungan, dan memm;uhi norma 

kese!amatan dan kesehatan kerja . 

III. TENTANG KARYA CETAK DAN REKAM: 

Dalam Undang·undang REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 

1990 TENTANG SERAH·SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA 

REKAM yang dimaksud dengan : Karyacetak adalah semua jenis terbitan dari 

setiap karya intelektual dan atau artistik yangdicetak dan digandakan dalam 

bentuk buku, majalah, surat kabar,peta, brosur, dansejenisnya yang 

diperuntukkan bagi umum; dan Karya rekam adalah semua jenis rekaman 

dari setiap karya intelektual dan atauartistik yangdirekam dan digandabn 

dalam bentuk pita, piringan, dan bentuklain sesuai denganperkembangan 

tekno!ogi yang diperuntukkan bagi umum; lalu Penerbitadalah sctrap 

orang, persekutuan, badan hukum baik milik negara maupun swasta ynng 
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menerbitkan karya cetak; kemudian . Pengusaha rekaman adalah, setiap omng, 

persekutuan, badan hukum baik milik negaramaupnnswasta ynng 

menghasilkan karya rekam;selanjutnya Peraturru1 Pemerintah No. 23 tnhun 

1999 tentang Pelaksanaan Serah·Simpal1 Dan Pengelolaan Karya Rekam Film Cr·ritc•m 

Atau Film Dokumenter sehru·usnya clipatu.h.i oleh setiap anggota mn~yarakat. h:\lk 

perorangan maupun kelompok ,organisasi, lembaga atau perusahaan agm tujuan unruk 

melestarikan hasil karya bangsa dapat tercapai demi pengembang<m pengctahunn. ilmu 

dan teknologi seluruh bangsa Indonesia. Setiap kewajib::m (apalagi yang cliclm;ari ok•h 

undang·tmdang) selalu bersifat memaksa dan cliperlakukan sebagai sebuah beban, cbn 

untuk melakukannya seseorang harus "mengorbilnknn" kenyamanan pribadi. Silht. utfll1l<1 

dari pemaksaan ini adalah "tidak menyena.ngknn" dan "tidak menguntungkan" diri pribndt 

seseorang atau kelompok. 

Untuk dapat mematuhi apa yang telah diatur oleh pernerintall demi kepentingan 

bersama, masyarakat perlu me.miliki pengetalluan yang dibentuk dari informasi yang 

lengkap. Dengan pengetalluan tentang manfaat penghimpunan karya cetak dru1 kruyn 

rekam, maka akan lahir sifat bijak (wisdom) eli dalam diri masyarakat yang 

mendorong perilaku dari dalam diri yang terwujud dalam tindal{an sukru·ela. Pemililmn 

infonnasi mengenai manfaat penghimpunan katye cetak d::m karya rekam oleh masyru·aknt 

terjacli dalam dua cru·a, yaitu pertruna, melalui usaha sendiri karena keinginan dan 

kesadaran sendiri. Kesadaran sendiri ini sangat jarang terjacli karena m<mihnt 

penghimpunan karya cetak dan karya rekam tidak memblerikan dampak langstmg pml:t 

masyarakat. Umumnya masya.rakat menilai bahwa tindakan penghimptm:m ini hnn~·n 

memberi manfaat atau keuntungan bagi Perpustakaan Nasional ntau pe!1Jttstakaan eli 

daerah. Kedua adalah melal·_ti ti.ndakan pemberian informasi secara aktif oleh pil1ak yang 

berkepentingan, dalrun hal in.i adalah Perpustakaan Nasional dan perpustakaan di d;wmh. 

Terdapat beberapa cara aktif memberikan iniormasi ten tang Perattu·an Pemerintah. ::<cJwrt i 

dengru1 menyebarkan lembaran peratm·ru1 ini kepac!a semua pihak yang terkenai "1\':t.Jlh 

serah" karya cetak dan a tau kmya rekam (meniru istilah "wajib pajak"), melakuk:m 

sosialisasi, seminar atau lokal{a.rya, dan komunil<asi serta promosi. Melalui pcnycbaran 

lembaran peraturan, seminar dan loka kruya atau sosialisasi, masyru·akat n.kan mcmiliki 

infonnasi yang jelas dan lengkap. Namun untuk mendorong masyru·akat mcn.iadilwn 
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infonnasi ini menjadi pengetahuan dan kebijaksanaan, perlu strategi komunikasi d~m 

promosi yang khusus karena dengan komunika~i maka akan te<jadi dialog yang melahirka•1 

saling pengertian dan keinginru1 mengikuti apa yang diminta oleh pi11al{ yang mcngaja.k 

ata.u mewajibkan. 

Saudara Gubernur,Pimpinan dan Anggota Dewan serta Undangan yang b.mi 
Muliakan 

Berbicara mengenai hasil karya baik itu karya cetak maupun karya 

rekam dan hasil karya lainya indikasinya saat ini belum adanya kepastian 

hukum yang jelas , hal ini tentu dapat kita simpulakan dikarenakan tidak 

adanya penegakan hukum yang jelas terhadap pelanggaran yang terjadi , apa 

upaya yang sudah dilakuk&n oleh pemerintah daerah dalam hal ini ? Kenapn 

sangsi dari pelanggaran ketentuan tersebut tidak ctijelaskan secara rinci c!alnm 

rancangan ini? Dan Aapakah perda ini hanya akan menjadi tambahan lit:eratm 

Peraturan perund,mg·undangan Sumo tera Barat saja ? Mohon jawabnnnyn 1 

IV. RANPERDA TENTANG PENYELENOGARAAN KETERTIBAN UMUM 
bAN KETENTRAl\fAN MASYARAKA T 

Undang·Undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahnn Daernh, 

merupakan salah satu wujud reformasi otonomi claerah dalam rangka 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi dacrnh untuk 

memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Dalam 

rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarnk:lt 

seirama dengan tuntutan era globalisasi clan otonomi daerah, maka konc! isi 

ketenteraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan ~u:tt u 

kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkat.kan mutu 

kehidupannya. 

Satpol PP mempunyai tugas membantu kepala daernb unt uk 

menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratm schinggn 

penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lnncar d;ul 

masyarakat dapat melakuknn kegiatannya dengan aman. Olei1 karcna itu, di 
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samping menegakkan Perda, Satpol PP j llga dituntut untuk menegakkan 

kebijakan pemerintah daerah lainnya yaitu peraturan kepala daerah. Untuk 

mengoptimalkan kinerja Satpol PP perlu dibangun kelembagaan Satpol PP yang 

mampu mendukung terwt:.judnya kondisi daerah yang tenteram, tertib, clan 

teratur. 

Penataan kelembagaan Satpol PP tidak hanya mempertimbangkan 

kriteria kepadatan jumlah penduduk di suatu daerah, tetapi juga beban tuga~ 

dan tanggung jawab yang diemban, budaya, sosiologi, serta risiko keselnmntn•1 

polisi pamong praja. Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pecloman Satunn Polisi Pamong Prnja dirasakan tid:tk 

sesuai lagi dengan jiwa dan semangat Undnng·C'ndang Nomor 32 Tahun 200·1 

tentang Pemerintahan Daerah. sehubungan dengan hal tersebut dan Sl~.~u:1i 

dengan ketentuan susunan organisasi, formasi, tugas, fungsi, wewcnnng, hil k 

dan kewajiban Satpol PP ditetapkan dengan Perda yang selanjutnyn dnp<il 

menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman masyarakat. Bidang l\etertih:tn 

Umum dan Ketentraman Masyarakat ini mempunyai tugas merencannk:1n. 

mengkoordinasikan, membina, mengawasi clan mengendalikan serta mengevaluasi di 

bidang operasi dan pengenclalian serta Kerjasama.Dalam Ranperda ini kami brdun1 

melihat bentuk koordinasi antara pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/1\otn dnl:t1n 

penyelenggaraan l<etertiban umum dnn kctentrnman masyarakat.mahon penjeluBan 1 

Demikian Pemandangan Umum Fraksi Partai Amanat. Nasionul ini k:tmi 

sampaikan, bila terdapat sesuatu yang kurang tepat dapal penynmpainn lwmi 

mohon dimaafkan, dan atas segala p0rhatian kami w::apkan terima kai;ih. 

Semoga Allah Yang maha Kuasa senantiasa meridhoi amal usaha kita. 

Wabillahitaufiq walhidayah, 

wassalamualaikum Wr,Wb 
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Padang, 10 Juni 2014 
FRAKSI PART AI AMANAT NASIONAL 
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT 

KETUA SEKRETARIS 

Hj.~,SH,MH t> 
Hj. LELA I'U.JIATI 
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I II 

F~KSI PARTAI I D~~N SEJAHTERA 

': (FRA IIPKS) 
. DEW~PERW~Id~ ' ATDAERAH 
. !PROVINSlS~ BARAT 

I ~~(,L 
I I I I I , 

': I I I 
I PANDA~dAN JMUM 

FRAKSI PARTAI JehotL N S!:JAHTERA 

DPRD PROPIN I JuM TERA BARAT 

1 

, T r a~~J 
iA. PENGELOLAhN DAERAH ALIRAN SU~G I ~ : 

i B. RA~PERDA ~ETRIB~SIPERIZINA~ ~. ENTL! 

! C. RANPERDA KARYA tETAK DAN REK M 
' ! 

D. RANPERDA TRANT1
1
B 

Bismillahi.rrahmanirra~. : 1 1 

A.rsalamuralaikum Wqra1matullahi Wabalakbtup.j j , 

l:'th. sJudara Gubernur Propinsi Su at~d Barat 

Yth. S~udara Pimpinan cian Angg t D,~~ Propinsi Sumatera Barat • 
I i ' 

Yth. S~udara-saudara anggota. or m fkfmunikasi pimpinan daerah Serta 

Kktua Pe
1

ngadilan Tinggi da ~eng~dilan Tinggi ~gama SumateJa Barat 

Yth. Saudara ~epala BPK Perwa la~ Su~atera Barat . 

Yth. Saudara ' Sekr~taris Daerfh S af li Gubernur, Kepala Dinas, Badan, ' 

Kantor,Pimpiqan BUMN D n BU D, Pimpinan Ormas, Partai Politik, 

~SM, wa<taw~ d•n sotmyh h ("t I ong b«bahogia. 

i I 
I 
' 

' I 

v ' ''-I 



. I 

S~gala ~uji bagi Allab zz la Jal/a, yang telah melimpahkan 

r9hmat dan rikmat kepa1a[ kitilsekalian, Shalawat serta sal am 

s$moga sen9ntiasa ter?Ja,
1 

k ada uswah hasanah kita Nabi 

Muhammad SAW, beserJ ~eluJr1a dan para sahabat yang setia. 

mengikutl suntahnya, Ami .. ' ~ 
, T~iring ucapan terima I ash : t lupa kami sa;npaikan \kepada 

Pimpin~n sidang yang telah me b rLl e, empatan kepada kami ataf nama 

Fraksi EKS DPRD Propinsi Su at ra irat menyampaikan Peman1~angan 
I I I : I 

~mum terkait : · 
. I I I I 

I ! ' I : 
. I I 

A RANPERDA PENGELOLAA~
1 

N DA$jRAH ALl RAN SUNGAI 
I I I 

B. R;f.NPERDA R.ETRIBUSI P RJIZIN N TERTENTU 
I I I I I 

C. RANPERDA KARYA CETA~ DANI~EKAM 
D. R~NPERDA TRANTIB ! i I 

I' I I I 
I . 

Seteiah mence.i:mati Ke-4 a pe~d ini, Fraksi • PKS memqerikan 
I l ! 

beberapa catatan penting dan s at gis 'I ntuk sama .... sama kita 2,ermati 
I I I ' I ; 

untuk kita jadik~n masukaq dan ,ti~d~k t~ln\ut demi kemajuan pembangunan 
' : . I l I 

p~da periode oeriku~nya. Catatan\ s~ategis dan penting yang Fraksi PKS 
I ' ' I I I 

m!aksud sebagaimana. disampaikhn elalpi pemandangan umum ini, adalah 
! • I , I 

sebagai berikut: · I 
I 

I 

I I 
I 

l 
I 

I I . I I . 



I 
. . I 

A. P~NGELOLA1N DAERAH A 1~1 SUNGAI 
I . . 

I 
I 
I I I, 

1. Ranperda Pengelolaan 1 D ersh1 Al:ran Sungai dari segi i tujuan 
1 I I 1 

I maupwn Sasarannya ~ital sJ~,akat ataU sependapat, :bahwa 

'seluruh mJsyarakat. ! a un \ t-PKS melihat substansi serta 

, ruh/semangbtnya sam per~is dengan Perda Pengelolaar 

: Sumbar da~a air yang,: bFr sa\ a\ kita tetapkan sebagai Peraturan 

. daerah Pen~elolaan S~rrjbJr d~yk air Provinsi Sumatera Sa rat. 
i ·. 1 \ I 

1
Mohon penjrlasan apa yian ~ tntbedakan ranperda Pengt/olaan 

Daerah Alir~n Sungai d n an P rda Penge/olaan Sumbe~ Daya 

1

Air, sehingg:a layak untu 
1 

ilan u kan pada tahapan pemb~hasan 
1

1berikutnya. 
I 

2. 1Dari a~pek Yuridis F-PK n1ohio idijelaskan: 

I · ·I i . 
a. Posjsioni~g Ranperda. P~ng lolaan Sumber Daya Air terhadap 

PP N~ 3S 2007 te~t~n~ P ~bagian Urusan, jangan sampai 

Perda disyahkan nar'n~n tida 
1 

~apat dijalankan. 

I ' I I I 
b. Posisioning ranper~a ~engelo/aan Daerah Aliran Sungai, 

· sebagai Jelaksana p raiura perundangan yang lebih tinggi, 
I 

apakah FRanperda 1n1 u~a di dukung dengan peraturan 

perundankan yang me dai 'I' enuru~ infor,ma~i ada beb,erapa 

Rancangan Undang Und~ ~ dan Rancangan perC11turan 

pemerintah yang sed n d b~has oleh Komisi IV D~IR Rl · t I I I seb~gai contoh, Ran a~g9 iPeraturan Pemerintah teptang 

1: . I ' I I 
·, I . 

' l 

' 
I 

I I 
I 

I 

I '; 



I i i I I 
I . 
I I . 

I I ! . 

pe~gelol.aan Sumbe1rt ~ayJ Air, Rancangail Undang-undang 

~entang konsentrasi a1ah ~Jn Air. 
I I I • i I 

3.i Berkenaan i kelembag~ah an~an akan di bentuk berupa Forum 
. . I 

· Daerah Alirlan Sungai; enjelasan terhadap beberapa hal 

· berikut : 
1

1 

I 
a. Berdasarkan informa i an 

satu kelemahan dari 

il 

nglihatan kami di lapangah salah 

~tan pengelolaan Daerah Aliran 
I 
I 

Su\1gai adalah kura g sin rgis dan harm.onisnya koml;)nikasi, 
. ' 

koqrdinasi antar /em a aYi stansi terkait, karena murlculnya 
. I 

eg~ sector dari masi g- as n~ lembaga tersebut, kira-kira apa 

~paya y~ng akan 1 d Ia uk n. pemerintah Propinsi, sehingga 

~arum ini !akan berja!a \ fektr 

1 b. Muncul i~age ataul pkn an1 n bahwasanya setiap organisasi 

akan bertjalan jika ~~n. ap t~an anggaran, apakah forum ini 

juga me~erlukan an g ran kupaya koordinasi bisa b~rjalan 
I I : 

. den~an tllai~, ~pakah o ku:p engan anggaran di lemb,ganya 

masmg-masmg 1 

I I I 

lc. Mengingat keberada n b D ~rah Ali ran :sungai tid a~ bisa 
I I I 

dilepaska'n dari keb ra ap 1 I beberapa Balai yang da di 

Provinsi Sumatera B rai. a ~kah keberadaan balai tersebut 

terkai bai~ di tingkat P1ov'nsi aupun di Kabupaten. 
: . I I 

4. ~engingat b:egitu terbata$nta a
1 

garan APBD Provinsi Sumatera 

Barat, sem~ntara dalk+ lpen ~lolaan Daerah A/iran Sungai 

membutuhk~n dana yaM\ g tid k\ sedikit mohon .digam9arkan 
I I I i 

I : I I 
I ' I 

I I 

I I 



•, i . 
I I I 

potensi anggaran yan isa iakses oleh pemerintah bropinsi 

1 3, APBN dan lainnya m h . n p~ jelasan. · 
I ': I . ; 

5. Berbicara Ffengelolaan ~a~ra 11iran Sungai, sebenarnya ~actor di 

lapan6an dal'i aspek ek~l gis, d~erah l<ita mengalami kehancuran 

' ya~g 
1

1uar ~iasa, dan 1d~ pak ta sudah kita rasakan bersama, 

I sebagai cohtoh : 
' . i 

I 
I a. Dari 60S aliran surlgai amp r 50% bermasalah bahkan sudah 

. I 

banyak ~ang suda~ ti a b rf ngsi atau tidak ada aliran ,ainnya 

I . I 
' b. Marakn~a tambang-t m ar iar khususnya disekitar da

1

n aliran 

I 1 '1 I 
DAS, dan 'hampir es I ruhan disinyalir ada ndikasi 

! keterlibatkan oknum- k urnl+merintah maupun aparat. 
I ' I ' ' 

1 

c. Illegal loging yang a ih f$rjalan mohon dijelaskan, sejauh 

m4na Ranperda 
1 

i i, ~a~pu menjawab permasalahan­

pe~masalahan di' at s da~ ~pa strategi Pemerintah Provinsi 
I I ~ I 

untuk I menjalanka P r~a tersebut dalam rangka 

meny~laratkan Da ra ~~li1an Sungai yang tak lain juga 

1 
menyelamatkan keHiid,upan. ', 1

1 

I I i I I I 

6. Kaitan dae~ah Aliran sJnJai Jebagai sumber ekonimi yang bisa 
I ' I I I 

1 

mensejahterakan ataupJn ~~irlgkatkan pendapatan masyarakat. 

F-PKS ~ohon dije a ka:nll sejauhmana Ranperdr ini 

mengakomodir dalam a al/1a~ t maupun ~enj13lasan sehingga 

I masyarakat bisa mem n aat~an Daerah Aliran Sungail untuk 

', menin
1

gkatkan tingkat ke~l idUPfl~· 
·, . I 
. I 

! I 



' I 
8. R~NPERDA ~ETRIBUSI E IZI N TERTENTU 

; Fraksi PK~ memberlk n aprl iasi kepada Pemerintah Daerah 
I ; I 

yang telah s~ngguh sung e!Mpersiapkan dan men9ajukan 

ranperda perizinan tertentu. arijli takin bahwa. Ranperda i~i tidak 

hanta berorient1si untuk pe a b hbn PAD Sul)1at~ra Baret I. tetapi 

yan~ lebih penting adala aqan~a kepastian hukum tJrhadap 
I h I 

marlsyarakat, badan usaha d n i, ak pihak yang terkait ! dalam 
, . I ' ' I 

melakukar,
1 
aktifitas usahanyaj 1 ! ; i 

I I I I I 
, Setel~h memboca dan lmend~l~mi konsep rancangan peraturan 

daerah ini, FrJksi PKS !Of D ~~opinsi Sumatera Barat akan 

memberlkan pert~nyaaan, s:ar~n da~ ~asukan sebagai berikut , yaitu: 
I I I I 

I • . I I I I 

A.) RETRIBUSi IZIN USAH~ P,ERik NAN , 

1. i Kami mintal kepada din~s terkla t untuk dapat menginfor~asikan 
data tenteng berapa se~e uln~a jumlah kapal tangkap ikar yang 

I beroperasi di wilayah I au Sum at ra Barat, · · 

2. 
1

Selam.a ini bagaimana pr s, s p~~izinan usaha. perikanan te~sebut. 
3. I Diteng,ah maraknya pen nbkapan ikan secara illegal di wilayah 

perair~n I aut Sumatera I B~rat,l i apa upaya atau langkah yang 
1 dilakukan ¢1eh Pemeri~t~h ~~opinsi Sumatera Barat untuk 

mengatasinta, mohon pejnj~las~rl. 
4. Berapa tar~et PAD ~a~g 1 akk~ diperoleh melalui izin usaha 

I I I 
·perikanan t~rsebut. I ' ' 

I 



I 

! 
I 

B.) RETRIBUSIIZIN TRAY K 
' 

1. Sejauh mana kewe a ga I' pemerintah Propinsi i dalam 

: mengeluarkan jzjn traye t I rse~ 
1 
t. i 

2.
1 
Persoalan trave! liar ad Ia~ persoalah klasik yang sampai ~aat ini 

' ' I . I 

beluf1\ ada solusi u~tu:k ,me7gatasinya. Untuk itu kami' minta 

, inforn1asi 
1 

apa langk~h \Jan tah yang telah dilakukan olell 

pemerintah ldaerah dalam tng a menertibkan travel terse but. 
I I I 

3.!
1 
Pada saat '

1

ini kita men a ,sik · bahwa beberapa taksi nasional 

i telah berop
1
erasi di SLim t~ra $ rat dan kota padang khususnya, 

. namun berdasarkan : i fo sm~si yang kami dapatkan bahwa 

1 

keinginan ~asyarakat ~nt k ~ manfaatkan taksi terseb~-Jt dari 

j Bandara lnternasional Mjn ng !Jbau belum bisa terpenuhi. 
1

Mohon 

I penjelasan dari dinas t~k nis ~pa memang ada regulasi yang 

! mengatur tentang hal jte seb~l Kalau tidak ada kami, minta 

, ketegasan kepada din 
1

s ·: tekhis untuk menuntaskan I<Jendala 

terse~ut. , l 'i 1 

' ! 

C.) . RETR)BUSI PERP ,.~UA AN IZIN MEMPEKERJAKAN 

, TENANGA kERJA ASING l 
1.! Kami minta\ data berapJ j mla tenaga kerja asing dan bidang 

! kerja apa s9ja yang merJkJ lak~ i di Sumatera Sa rat. 

2. Apa langka~ langkah :a~tiJipat f yang dilakukan oleh PemeriGtah 

. Daerah unt~k meman1ta~ I asu nya warga Negara asing yang 

bekerja di siumatera Bar~t a~J erkedok sebagai wisatawJn atau 
. I 

' I tugas belajar. 
I ' I 

3.1Berapa targ~t PAD yang 
' 

' 
n' i eroleh dari Retribusi ini. 

I 

I 
' I 

I 
I 
I 

, I 



• , I i 

c. ijANPE;RDA KARYA CE Kt
1 

DAN REKAM r . I I 1 

1. Ranperpa ini tent~ ~u ah telalui suatu kajian yang matang 

denganl kajian a~a~e is I ~ang telah dilakukan, kita dapat 

memah~mi bahwa1 ~a per~~ ini penting. Pada kesempatan ini 

mohon : dijelaskan i p kah trovinsi lain di Indonesia sudah 

D. 

mempuhyai Perda y n sar ? . 

2. Menu rut hematkan 
1

a i ~er u adanya pembatasan yarg jelas 

dan peJ'ilajaman terh~d P, d inisi-definisi yang terdapat dalam 

ketentuan umum pa~a 
1 
ran~; rda ini, hal ini dimaksudkan agar 

da
1

1am implementasi1y~ tiq~kl menimbulkan penafsiran ganda. 

3. Dalam aplikasi nanti r~npdrJa ini bukan hanya diterapkan oleh 
i I ! ! 

B~dan 1earsipan ~aj , aka tetapi berhubungan dengan SKPD 

,lain ba~kan masyar k t b yak, apakan dalam Ranperda ini 
' I 

sudah ada, bagairoa a pella dari masyarakat dan organisasi 

non peierintah na~tikn a, f hon penjelasan ? I • 

I : I ' ! 
I 

~ I 

umum 
1

! masyarakat merupaka u~t kemestian dan tidak ada kata 
' I I I 

1 meny~rah 'kalah, mala lsup~~ semestinya ditertibkan,! sebab 

adan~a p~merihtah 1 i i di~rltara tujuannya adalah · untuk 
I I I 

i m~njstdikanJ rasa amar,jte tra~l dan tertib bagi masyarakat, untu 

·. itu , harus ~da perat 1ra y~tg mempunya kekuatan hukum 

• (Perda), yang akan dij~d kanl payung perlindungan dari setiap 
I ' I 

1 warga atas lpelanggaran k ertib~n ini. 
: I I I 

I 

I ' 



I : I 
I I 

Sebab tuJuan pengaLrkn ~ i enyelenggaraan ketertiban dan 

ketentraman m~syara at I ini I dalah untuk rnelindungi i dalam 

: mendukung terlaksana y, sU~+masl hukum terhadap kltentuan 

perundang~ndangan ya g lber~a11tan dengan ketert1ban um.um dan 
' I I : 

ketentraman masyaraka . 1 · J i · 
I ' , . 

Dengan Di.skripsi ini mJsytra a~ yang berada di wilyah Sumatera 

I Barat ,sang~t merinduRar 1 hir~~!'a Perda yang melindungi mereka 

: dari pe/ang~aran yang1seri~g t~r adi di Ranah ketsrtiban umum ini. 

I Disisi Yuridis Pemeri~t~h pun~ kekuatan untuk melaksanakan 
I . I I ' 

I ' . 
• dan menerapkan perat ra daerah seperti ini, seperti undang-

, undang no d2 tahun 2do 1 

t ntah~ peme~intah daerah : 
I I I 
I ~ . ' 

1. Peraturan Pemerintah N 6 t hun 2010 tentang Satua~ Polisi 
I ' 

! dan pamong Praja · · i 
1 

1

2. Peraturan PemerintahJI Nkb 3$ Tahun 2007 tentang pemlbagian 
I ' I : 

urusan pemerintah nf ra I pemerintah,· pemerintah daerah 

Pro0insi dan pemeri~tJhdaerarl kabupaten/Kota, dan lain-lain. 

' . : I l I i 

Yan~ menja8i kekwatirah adala~bukan ketidak mampuan kita 

relahirkan ~erda sepelii lin' akbr tetapi menerapkannya sampai 

terlaksana dan tertindakn a !pelaku-pelaku yang melanggar 

ketertiban unhurr, sehin~gb erda setelah disahkan tidak menjadi 
i : I · 

lembaran-lerilbaran yng tersimp n dan tercatat saja. ~esar 
~arapan kits Ra~perda te~t6 g ketertiban umum ini i bisa I I 

t~realisasi sebagai mana ki~a inginkan. 
I 



I 
I I I . ! 

; Oe~ikianl~h b~bera~al h I y1~ dapat kami tanggapi dari em pat 

Ranperd,a ini. Brsar hara~a1 ~amil iranya penjelasan dari Saudara 

Gubernur nantinya dapat rtlemJantL proses pembahasan selanjutnya 

dan berjalan den1gan baik d;a s ksJ , sesuai harapan serta mencapai 
sasa:ran. I : 

I I 

BillahiJ.bilillhaq, ~assalamua ai u r.Wb. 

PRdang,, 1 ~ ~· n 1435 H 
1f 1uni 2014 M 

, I 

i FRAK~I PK DPRD 
1 i I 

PROPINSI SU 
i : I 

H.Sultani. SPt. MSi 
I 

1 Ketua 

I , 

A ERABARAT 

I 

Muslim M. Yatim.Lc 

Juru Bicara 

' I 
I 



PEMANDAN(iAN UMUM 

FRAKSI PARTAI HANURA 

TERHJ\UAP 

4(empat) RANCANGAN PERATURAN OAERAH 

TENTANG 

1. PENGELOLAAN DAERAJ-1 ALIRAN SUNGAI. 

2. PERIZINAN TERTENTU, 

3. KARYA CETAK DAN REKAM .. 

4. PENYELENGGARAAN KETEIHIHAN lJMUM DAN 

KETERTIBAN MASYARAKAT. 

Disampaikan pada sidang Paripurna 

Sclasa, lO Juni 2014 

Dibacakan oleh 

H. DEDY EDWARD, SE, MM 
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Bismi I Ia hhh ira hmani rra him 

Ass;Jiam'alaikum Wr. Wb 

Yth. Sdr 

• Gubernur dan Wakil Gubernur Sl,mat·;mJ Barat 

• Ketua, wakil ketua dun Anggota DPIID Provinsi Surn;JLera 13arat. 

• Forkopimda , Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengudilan Tinggi Agarna 
Provinsi Sum<Jtc!ru Burat. 

• Sekretaris Daerah, Asislen, Staf /\hli, Kepala lladan, Dinas, Kantor 
dilingkungan l'emerintah J>rovinsi Sumateru 13arat. 

• Kc!pala BPK Ill Perwakilan Provinsi Sum<Jteru l$arat. 

• Pimpinan lllJMN I lllJMI) Provinsi Sumatera Barat. 

• Rekan W;Jrtuwan, Undanmm dm· hadirin y;.mg berbahagia. 

Sdr Gubernur ,Sdr Pimpim.m dan hadirin yan1~ kami muliakan 

Dengan segala kclrclndahan hati marilah kita persembahkun puji dan 

syukur kehadirat ALlAH Swt, kammJ atas rahmat dan karuniaNYA, hari ini kita 

hadir di gedung Dewun lni dalam rangka melaksanakan li<Jpilt Paripurna Dewan 

Perwakilan Rakyut Daerah dalarn rungka Ptlnyampaian Pemandangan Umurn 

Fraksi terhadap 4(empat) 1\anc:angan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat 

terhadap : 

1. Ranperda tentang Pengt!loh.liln Daerah Aliran Sun1~ai. 

2. Ranperda tclntang Ptlrizinlln tcrtentu. 

3. Ranperda tentang Kllrya Ctltak Rek;Jm. 

4. Ranperda tcmtang Penyclcnm:;mu.m Kctcrtiban Umum dan Ketertiban 

Masyarakat. 



Shalawat beriring sali.lrn, kita persernbahkan pad a junjungan kil<J N;Jbi llcs;H 

MuhammCld SAW y<Jnf! telah memberikan pctunjuk serta birnbing<Jn kcpada 

umatnya dai<Jm mengarungi kehidupan di dunia dan kehidupan di ;Jkhiral hingga 

kita menjad; makin t;Jqwa Alluhumma Salli 'Alia Muhammad, Wa ' AII;J ali 

Sayyidina Muhammad. 

lzinkan kami mengucapk;m terima kusih yang sebesar besarnya kepad<J 

pimpinan sidang yanp, telah rnemb(~rikan kesempatan kep;;da karni untuk 

menyilmpaikan Pemandangan IJmum Fraksi Partai Hanura terhadap 4(empal) 

Rilncungan Peraturun Daerah Provin:;i Surnatera 13amt. 

Sdr Gubernur ,Sdr Pimpinan dan hadirin yang kami muliakan 

Daerah Alirun sunp,ili (DAS) berfungsi sebagai ruang hidup dengan 

intensitas kepentigan yang bc~rb~~da ·- beda dilri penduduk Sumatera Bar<Jt, oleh 

karena itu pemanfaatan DAS yang tidak sc~suai tentu akan berdarnpak langsung 

pada penurunan f'ungsi dus. Upaya perlindungan das yang di lukukan rnci;JI\Ji 

konservasi dan rehabiliti.lsi hutan,lahan d;m air merupakan sebuah tanlangan 

berat,karena bersentuhan lannsung denmm persoalan mendasar y;mg bcrkaitan 

denp,an aspek sosial,ekonorni dan budaya rnasyarakat. 

Sumatera llarat rnernpunyai polensi surnberdaya air yang besar dan 

merupakan daerah hulu bagi sungai ·- sungai besar di Surnalera ll;Jgi;Jn Tcng<Jh 

(Provinsi Sumatera Bamt, Hiau, Jambi, l.lengkulu dan Sumatera lJI.ara. Polcnsi ini 

merupakan modal pf~mbangunan yang dapat mengangkat perekonornian 

Surnatera Barat . 

Hetribusi perizinan t~~rtentu merupakan suatu pemberian i1.in k<·~pada 

or;mg mCJupun b<Jdim untuk rnelindungi kepcntingan urnurn, scgai;J biaya yang 

seharusnya menjadi beban pcrnerintah daerah dai<Jm penyelcnggara;Jn ilin 



tersebut dan biaya untuk menangr,ulangi dampak negati'f dari pemberian izin 

terse but cukup besar m<Jka sangat lay<lk dibi;1yai ol~~h pemc~gang izin. 

Karya cet<Jk d<Jn karya rek;lm pada das;lrnya merupakan sal<lh satu karya 

budaya b;:mgsa sebagai perwujudan cipta, rasa dan karsa rnanusi;L Peranannya 

sangat penting dalam menunj<lnfl pembangunan pada urnurnny;l, khususnya 

pembangunan pen::lidik<Jn, pelatihan, pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi serta p~mvc·~baran informasi. 

Mengingat pentingny;l penman karya cetak dan karya rekarn tersebul., 

mak<J perlu dikelola guna pelestarianny<J dengan rnewajibkan kepada setiap 

pencrbit dtln penfiUSaha rekarn;H1 untuk rnenyc~rahkan karya rek;Jrnnya untuk 

disimpan pada Perpust<Jk<Jtln Provinsi, sehingga daptlt dirnanfaatkan olch 

masyaruktlt Sum bar d;:dam rungka rnencerduskun kehidup;m bangsa. 

Penyelenggaraan keterliban umurn dan ketentraman rnasyarakal. adalah 

tindakan menjaga dan rnemelirwra serta mencegah agar rnasyarakal t.idak 

melakukan tiniakan dan kegiatan y;mg rnelanggar norma d;w p<:ral.uran 

perundang- undangan yang berlaku. 

Sdr Gubernur ,Sdr Pimpinan d;m h<Jdirin 'janu kami muliakiln 

Set~llah rnendtmgar, rnembaca dan rncmperhatik;m l'enyarnpaian fl. 

Rancantian Peraturan Daerah Provinsi Surn<Jtera Barat oleh Sdr. Gubcrr.ur 

ta1ggal 2 Juni 20J./l. Fraksi Partai Hanura menyampaikan beber;Jpa pend;Jpal., 

saran dan pertanyaan mohon penjelasan P~~rr.erintah Daerah untuk rncnjadi 

b~h~n pertimbangan bagi kita sernua dalam rnembahas 4 Hancangan Peratur;m 

Daerah Provinsi Sumatera llartll: sebag~i berikut: 
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I. PENGELOLAAN DAEHAH /\LIHAN SIJNGAI 

1 .. Daerah alirlln sunglli rnerupakan saluh satu surnber daya alam yang 

banyuk dimanflllltklln oleh manusill hal tersebut mengakiblltkan b;myak 

duri DAS tC)rS~)bul rusak, unll)k itu kami berharap dengan di ajukannya 

ranperda ini dupat rnembahas berbagai perrnasalahan y;mg tNjadi 

dalam pemunfalltun DAS baik yang dilukukan oleh perorangan, individu 

maupun kelompok. 

2. Pengeloluan DAS merupllkan upaya yung sangllt penting sebagai akibat. 

duri pcmurunan kualitas pcnurunan DAS di lingkungun l'rov. Sumba; 

yang d1sebc:bkan olc)h pengelolaan Sumber daya alam yang tidal< rmn;Jh 

lingkungan., Kami dari I raksi Partai Hunura mohon penjelasan dari 

saudaru Gubc~rnur apa langkah kongkrit yung akan dilakukan <Jgar 

pengeloluan DAS ini dapilt terprogram dari Hulu hingga ke hilir. Ap;Jkah 

diberikan kclwenangan pengelolaan DAS padil masing ··· rnas1ng 

Kub/Kota'? Mohon penjelasan '? 

3. Pada pcngelolaan I)AS tclrdapal :l fJC)rrnasalahan ut;Jrna an tara lain <Jspck 

linp,kungan, aspek ekonomi dan uspek sosiul budaya. l'ad;J <Jspek 

ekc>nomi pclrmusalahan yung rncndasar udalah rnasih rendahnya 

kesejuhteraan masyarakat di sekitar hutan dan lcmahnya inscnlil unt.uk 

pengelolaun luhan berkcl;mjut;m scrta terbatasnya dana rehabilitasi 

hut1.1n dan lahan dalum DAS. Karni dari Fruksi l·lanura ingin menanyakan 

apa upuyil yang akan dilakukan oleh pclrnprov rnengatasi pcrrnas;ll<lh<Jn 

ini mengingllt porsoalan ekorwr:ti rn~)rupllklln salllh satu luktor pcnl.ing 

yang akun sanp,at bclrpengaruh puda pengelolaan DAS. Bagairnana up;Jya 

Pernprov dlllum rrwningkatkan kes~ljahtclruan masyarakal di sekit.ar 

hutan mengingat DAS masih dijadik;m scb;Jgai saluh satu Surnber daya 

alam yung digunakan baf:i S~lbagian musyarakat di sekitar hutan. Mohon 

pe njeiCJsan '?. 

4. Apakah pengelolmm DAS ini sudah ter~lnc:una, tersusun dan lerprograrn 

sc~suai dong<.m k~lbutuhan pu<.la rnasing ··· musing wilayah dan apakah 

sudah sesuCJi dcngan kclrifan lokal dan lingkungan rnasyarakat sekiLar 

DAS. Mohon PenjeliJs<m'?. 



II, RETRII3USI PERIZINAN TEHTENTU 

1. Retribusi perizinan tcrtentu yang ditetapk;m d<Jiam 3 jenis y<Jitu 

retribusi izin usaha perlkanan, retribusi izin trayek dan rNribusi 

pcrp;mjangiln izin mcm1pekerjakan tenaga kerja asing. Ketiga rclribusi 

tersebul merupakan salah sat.u surnbcr pemasukar1 bagi l'cnd;Jp;Ji;m 

Asli D<Jcruh oleh karcna itu pemprov hurus membcrikan ket.cntu;Jn 

pokok dan pedoman yang jelas dalam hul pemungut<Hl rc~Lribusi 

tc!rsc!but yang diikuli dcngan pelayanan pemungutan retribusi yang 

r<Jmilh t<Jmuh sehingga objek yang <Jkan dikenak<Jn relibusi rnerasa 

nyam<Jn pada Silill rnelakukan pc:ngurusan pc!rizinan. 

2. Padu penetilpun tarif peri1.in<.1n ini sebuiknya tarif yang <Jkan dikenakan 

tidak tcrlalu m~!mbcratkan pada penm:una perizinan dan berd<JS<Jrkan 

p<Jdil kebijakan dacmlh d(!ngan memperhatik<Jn kem<mlpuan 

masyilrakat dan ilspek keildilan.Dalam penetapannya tolok ukur apa 

yilnfi dipukili oleh pemprov dulum penetilpiln tarif ini. Mohon 

i'(:njelasan'r 

3. Dihilrupkun nantinya Lidak ada lagi pungutun - pungulan liar selain 

punautun retribusi ini dan diharapkan nantinyil perda ini dapilt 

melindungi paril pc!nggumJ izir1. 

Ill. PENGELO!AAN SERAH SIMP AN KMYA CETAK DAN REKAM 

...., 1. Pc·!rlu segeril ditetapk;m perdil tcntung peng~!lola;m serah sirnpan karya 

cetak, hal ini Silngilt penting karena ukan lebih mendorong para sc~nirnan 

dun penulis berkilrya l(!bih baik lagi di musa yang akan datang dan 

disamping itu dapal rnclindungi hak -- hilk patcm agar Lidak 

disuluhgunakan olch pihak - pihak tertentu d;m di perlukun adanya 

keseriusiln semua pihak untuk tetap melaksamJkan perda ini c)an Lid;Jk di 

manf<Jatkiln serta disalah gun;Jk<m oleh oknum -· oknum yang rnencari 

keuntungan sepihak. 
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2. Kc:wajiban serah sirnpan karya c:etak da:1 karya rekam ini Lidak 

dimaksudk;m untuk rrwmbebani para penerbit dan pengusaha rekarnan 

teti:lpi justru untuk menjalankan m;;sing - rnasing perrm dalarn salu 

koridor yang sarna. Karni rno~wn penjelasan saudaru gubernur langk;~h 

dan upaya apa saja yang dilakukiln ag<Jr para penerbit dan pengus;Jha 

rektJman meras<J p<~rlu rn<~nyerilhkan karya rnereka untuk disirnp;m 

ptldtl £ltJdan Perpustakaan D<Jerah "( 

3. Perlu <Jdany<J k<~t~lf!<lsan, kcsclriusun dun pengawus<Jn duri pemerintah 

dalam melindungi s<Hilh simpan kary<J cetak dan karyu rekam ini 

mengingat k<Jry<J c:clt:ak dan karyCJ rekam rnerupukan salah satu karya 

budaya bangsa. Untuk itu karni rnint<l pemerintah perlu rnelakuk;m 

upaya khusus dalam rnenjaga c~an rnelindunfli sc!luruh karya celak d;m 

karya n~kam ini. 

4. Yang perlu dicermati dan dijalankan bcmarna adalah pengelola<Jr; serah 

simpan karya cetak dan rekilrn ini lidt.Jk hanya sekedar di ajukan sebagai 

perda sajil, tapi harus ada tindakan tegas terhadap hal ----- hal y;me 

mc~rugikan sc!mua pihak terutama pilra seniman dan penulis dan lidak 

dimanf<liltkt.Jn oleh sclkelompok ort.~ng tertentu dan harus terlindungi 

oleh semuil unsur yt.Jng terkait dan mc~mberikan korrtribusi yang sarna 

sehingga semua pihilk benar- benar rnerasa lc!rlindungi hak nya. Untuk 

itu kami meminta pclmprov untuk malakukan upaya ··-· upaya yang 

komprehensif dt.Jiilm melindung: karyi:l cetak dan rekam ini. 

IV. PENYELENGGARJ\AN KETERTIBAN lJMUM 0/\N KETENTRAMAN 

MASYARAKAT 

1. Penyelenggtlran keterlibt.Jn urnurn dan ketentrt.Jman masyarakat ad;Jiah 

tindtlktJn menjafla dan rnc1melihara serla menc:egah agar· rnasyarakat. Lidak 

melakukan tindakan dan kegiatan yang rnel;mggar norrna, untuk itu sangat 

diperlukan sekali keseriusan pernerintah dalam rnenanggapi hal ini, bukan 

hanya dalarn p~~nertiban umum saja tapi juga sangal diperluk<Jrl 

perlindungan yang jclas dalarn mewujudktJn ketentrarnan rnasyar<Jkat. 

I 



2. Berbagai b~lntuk perbucJtiln y;mg dapat mcmganggu ketertib<ln umum d;m 

ketentraman masyarakat snrta bentuk perbuatan maksiat cenderung 

menimbulkan keresahan dan mengganggu stabilitas kehidupan 

masyarakat tc~rutama puda ttlmpat -·· tempat wisata, kondisi di lapangan 

saat ini masih banyak tclmpat ···· tempat wisata yang ada di Prov. Sum bar 

yang tidak luput dari perbutan maksiat dan sangat mcnggangu keL;:rtib;m 

dan kenyamanan masyarakat. Scbaiknya pemerintah perlu melakukan 

upaya khusus dalam mengatasi permasalahan ini. Apakah tindakan tegas 

dari pem<lrintah dan apamt hukurn dalarn menangani permasalahan ini. 

Mohon penjelasan '? 

3. Diharapkan keseriusan dan ketegasan pihak ekM~kutif dalarn menjalankan 

Perda k<ltc~rtiban umum dan ketentraman masyarakat yang sud;Jh 

merupakan kc~tentuun j<llas dalam peraturan daerah bahwasanya 

gubernur sebagai kepala daerah rnernpunyai tugas pokok untuk rnengiltur 

masyarakat khususnya masyarakat SlJMilAH agar tentrarn, tcrtib, damai 

serta bertanggunp, jawab at as aturan yang ada. 

Demikillnlah l'emandangan Umurn tentang 4 Hanperda ini karni sarnpaikan 

semoga dapat rnenjadi pcrhatian b<Jgi saudi.lra gubernur dalarn rnelahirk;m perda 

- perda yang merupakan produk hukurn yang akan rwngatur pelaksanaan dari 

peraturan yang akan dilaksanakan. 

Sebagai implemcmtasi dan resprentasi dari rnasyarakat Surnatera l.larat, kiH'li 

dari Fraksi Purtai Hanura sanflill mengharapkan sekali peningkatan kinerja 

pemerintah daerah untuk mewujudkan peningkatan k<)Sejahtcraan rnasyarak;JL 

sehingga tercapainya tujuan pcrnbangunan dalam rnewujudkan rnasyar;Jkat 

Sumatera [3umt yang sejahtera. 
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~ Dalam pelak:;anaunnytJ Fraksi l'tJrtai H;Jnura tetap menuawal dan mengawasi 

seluruh program kegiatan yang ukan dilaksanakun oleh rernerint<lh daerah 

·Sehingga program- program terscbut bermanfaat dan menyentuh bagi sc~lurt1h 

lapisan rnasy<Jrakat dan bagi pcrncrinlilh daerah program progr;Jrn tcrscbul 

dapat dipertanggungj<Jwabkan scc:ard hukwn rnaupun secara moral. 

Sebelumny<J kami uc:<Jpkan terima k;Jsih. Mohon maaf <Jlas segala 

kekurangan dan kcJkhilafan. Scrnoga Allah SWr mc-~lindungi kita sernua. /\min Ya 

Rabbal Alamin. 

WABILLAHI TAUFIG WALHIDAYAH, 

WASSALAMMUALAIKUM WARAHMATUL.I.AHI WABAHAKATU. 

Padang, 10.1uni201A 

KETUA 

PENASEI-IAT 

KETUA 

SEKRETAHIS 

BENCAI-IARA 

:H. M. TAUHID 

H. SUNAHNO GANI, Sll 

: Drs. H. MAHI.IS, MM 

: H. DEDY EDW/\HD, SE, MM 

:H. HASWAN, BL 

SEKitETAitiS 



II 
FRAKSI PERJUANGAN REFORMASI 

DEWAN PERWAI<ILAN RAK\'AT DAERAII 

PROVINSI Sl.li\JATERA BARAT 

Jln. Khtllb S11lalnW1 No. 871tlt•· 7057J91•J EXT. 190 

P ANDANGAN UMUM 
FRAKSI PERJUANGAN REFORMASI DPRD PROVINSI SUMBAR 

TERHADAP RANPERDA TENTANG : 

1. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai 
~2. Retribusi Perizinan Tertentu 

v'3. Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan karya Rekam 
A. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman 

Masyarakat 

Juru Bicara 
Tanggal : Selasa, 10 Juni 2014 

Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh, 

Salam Sejahtera Bagi Kita Semua, 

Merdeka!!! 

Yth. Sdr. Gubernur beserta jajaran Eksekutif 

Yth. Saudara Ketua, Wakil ketua dan para Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat; 

Yth. Anggota Forum Kordinasi pimpinan Daerah Provinsi Sumatera 
Barat, Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi Sumatera Barat dan 
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Sumatera Barat 

Yth. Ketua BPK RJ Perwakilan Sumatera Barat 

Yth. Sdr. Pimpinan Instansi Vertikal, BUMN/BUMD Provinsi 

Sumatera Barat 



Yth. Sdr. Sekda, Asisten, tenaga Ahli, kepala Dinas, badan kantor, 
Biro dan Lembaga dalam Lingkungan pemerintaha Daerah 
Provinsi Sumatera Barat 

Yth. Sdr. Pimpinan partai Politik, Ormas, LSM, Rekan Pers dan 
Hadirin serta undangan yang berbahagia 

Sidang Dewan Yang Terhormat, 

Pada kesempatan awal, kami mengajak kita sernua untuk selalu memanjatkan 
puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan nikmat, r<>.hmat, 
taufik dan hidayah-Nya, sehingga kita dapat hadir di tempat ini untu!< 
menyampaikan Pemandangan Umum terhadap 4 (Empat) RANPERDA 
Provinsi Sumatera Barat. 

Sholawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad SAW, Semoga kita 
diberikan kemudahan untuk senantiasa meneladani beliau sehingga menjadi 
manusia yang bertaqwa. 

Sidang Dewan Yang Terhormat, 

Baiklah, kami dari Fraksi Perjuangan Reformasi akan memulai pembahasan 4 

ranperda ini mulai dari Pengelolaan dacrah aliran sungai. 

Fraksi Perjuangan Reformasi menilai konsep pengelolaan Daerah Aliran Sungai 
(DAS) sebagai penyedia air berkualitas baik secara terus menerus, merupakan 
konsep yang sudah lama berkembang yang hampir sama lamanya dengan 
konsep pertanian beririgasi. Sumatera Barat yang di kenai sebagai Provinsi yang 
memiliki tutupan hutan yang lumayan bagus yang terdiri dari 606 sungai dan 5 
buah danau. Namun, masih terdapat ketidak jelasan kriteria dan indikator yang 
didasarkan pada hubungan sebab - akibat pengelolaan DAS yang dapnt 
memenuhi harapan realistis multi pihak. Dewasa ini masih banyak kebingungan 
di tingkat masyarakat dalam menjawab pertanyaan apakah aliran sungai akan 
meningkat atau menurun setelah terjadi alih guna hutan atau setelah 
dilaksanakan reboisasi. disebabkan kurang tersedianya data empiris dan/atau 
kurang diacunya referensi yang tersedia. 

Pengelolaan secara berkelanjutan (sustainable management) menjadi istilah 
klise yang kurang mempertimbangkan kebutuhan masyarakat yang dapat 
berubah sesuai dengan permintaan pasar. Masalah lainnya adalah tidal< 
tersedianya metoda pemantauan (monitoring) bahkan mungkin metoda 



pemantauan telah tersedia tetapi belum digunakan, dan belum diberlakukannya 
kriteria yang jelas untuk keberhasilan suatu usaha konservasi lingkungan. 
Tambahan lagi, aspek kepadatan penduduk, kebutuhan hidup dan harapan 
masyarakat dalam berbagai diskusi yang berhubungan dengan sistem penutupan 
lahan, kurang diperhatikan. Kenyataan tersebl't di atas menyebabkan banyaknya 
perbedaan, an tara peta sis tern penggunaan lahan dengan kondisi sebenamya di 
lapangan. Dari itu kami c!ari Fraksi Perjuangan Reformasi meminta kriteria dan 
indikator dari fungsi hidrologi DAS tersebut, yang dapat dipakai untuk 
mengevaluasi dampak berbagai teknik pengelolaan DAS yang berkelanjutan, 
Mohon Jawaban Sdr Gubemur? 

Menurut kami Kriteria dan indikator fungsi DAS akan mempunyai arti penting 
dalam proses negosiasi, bila keduanya dapat dipahami dan dimengerti secara 
transparan serta bisa dimonitor oleh multi pihak. Karena, sejauh ini petani 
mempunyai ryengetahua:1 dan kearifan lokal yang memadai (paling tidak secara 
kualitatif) tentang gejala alam di sekitamya seperti curah hujan, aliran 
permukaan, dan gejala-gejala lain di sungai. 

Sidang Dewan Yang Terhormat, 

Selanjutnya kami masuk kepada pembahasan ranperda kedua tentang retribusi 
perizinan tertentu. 

Sumatera Barat tentunya memerlukan dana yang cukup besar dalam 
menyelenggarakan kegiatan pembangunan daerah di berbagai sektor. Dana 
pembangunan tersebut yang salah satunya bersumber dari penerimaan 
pemerintah daerah Sumatera Barat sendiri. Sejal~.n dengan upaya untuk 
mengingkatkan serta menggali sumber-sumber penerimaan daerah, maka 
Pemerintah Daerah harus berusaha secara aktif untuk meningkatkan serta 
menggali sumber-sumber penerimaan daerah terutama penerimaan yang berasal 
dari daerah sendiri. Hal ini perlu dilakukan untuk mengurangi ketergantungan 
pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam pembiayaan pembangunan 
daerah. Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 
ten tang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, berdasarkan Pasal 95 ayat ( 1) dan 
Pasa1 156 ayat (1 ), ditentukan bahwa Pajak daerah dan retribusi daerah 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Kami dari fraksi Perjuangan Reformasi 
mendukung bahwa Pemerintah Provinsi harus proaktifterhadap adanya retribusi 
yang baru sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah. 

Sebagai catatan kami, Fraksi Perjuangan Reforrnasi meminta agar dalam 
pelaksanaannya di lapangan, jangan sampai terjadi pungutan liar, yaitu 
pungutan yang di luar jenis dan besaran retribusi yang ditetapkan. Harus ada 
pengawasan melekat yang benar-benar efektif terhadap para pelaksana di 



lapangan. Fraksi Perjuangan Reformasi juga meminta agar mutu pelayanan atas 
Objek yang dikenakan retribusi itu juga diperhatikan. Retribusi dikenakan 
karena ada jasa layanan yang diberikan. Oleh karenanya, berapapun retribusi 
yang dikena~an, tidal< boleh ada penurunan mutu layanan. Apalagi jika 
menyangkut masyarakat kecil. Tidak boleh lagi ada pelayanan yang buruk 
teradap masyarakat miskin. 

Terkait adanya kekayaan daerah yang selama ini dimanfaatkan secara komersil 
dan mendatangkan keuntungan bagi pihak lain namun belum dimasukkan 
sebagai objek retribusi Daerah, maka Fraksi kami meminta agar perlu segera 
dilakukan pendataan. Jangan sampai keuntungan atas pemakaian aset Daerah itu 
dimanfaatkan oleh oknum pejabat secara tidak bertanggungjawab dan justru 
menggerogoti kekayaan daerah. 

Sidang Dewan Yang Terhormat, 

Adapun Ranperda ke-3 pembahasan kita kali ini yakni tentang pengelolaan 
serah simpan karya cetak dan karya rekam. 

Kepedulian terhadap upaya pelestarian karya rekam dan karya cetak menurut 
kami dari Fraksi Perjuangan Reformasi tidak sejalan dengan kemajuan 
informasi yang ada. Hal ini dikarenakan usaha untuk mendukung program 
tersebut tidaklah matang, sehingga hasil karya yang telah dibuat semata 
dikumpulkan begitu saja tidak benar-ber.ar dapat dimanfaatkan kembali dalam 
jangka waktu yang lama. semustinya tujuannya benar-benar didukung sehingga 
usaha pelestarian bahan pustaka tidak lagi merupakan usaha penggerebegan 
bagi rr\ereka yang ingkar terhadap kewajibannya, diharapkan nantinya karya­
karya tersebut benar-benar dapat digunakan secara utuh dan berurutan oleh 
generasi mendatang. Hal ini dimaksudkan sebagai pemacu pembangunan, 
khususnya di bidang pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan 
dan teknologi, selain untuk keperluan penyebaran informasi. 

Kami dari Fraksi Perjuangan Reformasi sangat setuju dengan rancangan 
ranperda ini, dengan adanya perda ini tidak ada lagi alasan pengarang maupun 
penerbit untuk tidak menyerahkan hasil KCKR kepada pemerintah provinsi. 
Yang jelas tujuan perda ini untuk mewujudkan koleksi deposit daerah dan 
melestarikannya sebagai karya budaya bangsa. Sebagai perwujudan cipta, rasa, 
dan karsa seba.gai hasil knrya manusia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. 
Fungsi pelestarian suatu perpustakaan diatur dan dilaksanakan untuk memenuhi 
pasal 32 UUD Negara Republik Indonesia Tahun !945. Semua produk budaya 
bangsa dalam bentuk pustaka harus dilestarikan. Oleh karena itu ada kewajiban 



penerbit atau pembuat karya cetak!karya rekam untuk menyerahkan produknya 
agar dapat dilestarikan di perpustakaan. 

Sidang Dewan Yang Terhormat, 

Selanjutnya, pembahasan terakhir tentang ranperda penyelenggaraan ketertiban 
umum dan ketentraman masyarakat. 

Pemerintah pada dasarnya dibentuk untuk melayani masyarakat, terutama· untuk 
memenuhi kebutuhan dasamya (basic need). S.!cara umum kebutuhan dasar 
masyarakat meliputi pendidikan, kesehatan, daya beli serta fasilitas umum. 
Dalam perkembangan selanjutnya, setelah terjadinya banyak gangguan 
keamanan di berbagai tempat, timbul wacana agar keamanan juga dimasukkan 
ke dalam kategori kebutuhan dasar masyarakat. Begitu juga dengan Kondisi 
geografis Sumatera Barat termasuk daerah rawan bencana, meliputi bencana 
alam (tanah longsor, banjir bandang dan kebakaran). Maka itu, dalam hal ini 
Pemerintah Sumatera Barat bertanggung jawab untuk melindungi segenap 
warganya dengan tujuan untl\k memberikan perlindungan. Namun, dalam 
rancangan perda kita kali ini kami pahami mengarah yang substansinya kepada 
tindakan menjaga dan memelihara serta mencegah agar :nasyarakat tidak 
melakukan tindakan dan kegiatan yang melanggar norma. Namun, atas 
penjelasan Nota Gubemur tentang rancangan ini masih normatif, kami dari 
Fraksi Perjuangan Reformasi meminta penjelasan konkrit tentang arah ranperda 
ini.? 

Sidang Dewan Yang Terhormat, 

Demikian penyampaian Pemanciangan Umum Fraksi Perjuangan Reformasi 
DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Rapat Paripuma kali ini. Atas perkenan 
dan kesabarannya, kami sampaikan banyak terima kasih. Akhimya apabila ada 
kata-kata yang kurang berkenan kami mohon maaf. 

Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh, 

MERDEKA!!! 
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